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ABSTRAK

InConesia sebagai negara sedang berkembang mulai bergerak dari negara yang

sentralisitik menjadi negara dengan desentralisasi sejak pergantian kelotasaan yang

dihasilkan oleh gelombang reformasi di pertengahan tahun 1998. Ada beberapa isu

pokok yang mencuat ke permukaan dalam kaitan dengan masa transisi ini antara lain
konflik yang bersifat horizontal yang mengarah pada disintegrasi Negara Kesatuan

Republik Indones.ia (NKRI). Dalam menghadapi situasi negara tersebut, agama (Islam)

dengan ajaran etilnya diharapkan dapat menjadi salah satu faktor penting bagi proses

inte$asi, apalagi Islam dipeluk mayoritas penduduk Indonesia. Berkaca pada

permasalahan tersebut, dalam penelitian ini diketengahkan tiga rumusan masalah.

Pertama, bagaimana masyarakat lokal dalam perrgertian masyarakat adat dan negara
diposisikan di Indonesia pasca Orde Bant?. Kedua, perlukah menata ulang relasi

masyarakat lokal dan negara pasca pemerintahan Orde Baru?. Ketiga, bagaimana

kontribusi Islam dalam konteks membangun relasi masyarakat lokal dan negara di
Indonesia pasca runtuhnya pernerintahan Orde Baru secara lebih adil?. Penelitian ini
adalah penelitian yuridis-empiris dengan menjadikan hasi! wawancara sebagai bahan

hukum primernya. Guna memperkuat bahan hukum primer, maka digunakan bahan

hukum primer dari bagian hukum sekunder perahrran penrndang-undangan, buku, hasil
penelitian dan sejenisnya yang rele n dengan permasalahin yang dibahas. Dari bahan

tersebut digunakan sebagai alat analisisnya. Penelitian ini menyimpulkan'. Pertama,
pasca reformasi, posisi masyarakat lokal yang diidentikan dengan masyarakat hukum

adat, meskipun secara nomratif sudah ada pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak
masyarakat adat atas sumber daya alam. Namun jika kita mellhat realitasnya, bahwa

situasi lapangan sangatlah jauh berbeda dengan brmyi kedua pasal yang mengakui

masyarakat adat &lam UUD NRI 1945 tersebut. Kedua, kenyataat bahwa posisi

masyarakat lokaVadat dan negara belum seper,uhnya memperoleh akses keadilan, maka

sudah sepantasnya ada semacam mosi desain ulang hubungan keduanya. Ketiga,

kontribusi Islam melalui basis organisasinya setitlaloya dapat dipetakan menjadi t.iga,

yaitu NU, Muhammadiyah, HTI, dan MMI. Adapun kontribusi pemikiran dari NU dan

Muhammadiyah bahwa hubungan masyatakat lokal da:r negara harus didrrdukkan

dalam kerangka Pancasila sebagai ideologi bangsa dan perjanjian luhur para pendiri

bangsa- Kemudian dari IITI, untuk menjadilian hubungan masyarakt lokal dengan

negara dapat berjalan dengan harmonis adalah dengan merubah terlebih dahulu sistem

kepemimpinan negara menjadi khalifah. Selanjuhrya dari MMI, menyarankan jika pola

hubungan,antara ma.syarakat lokal dengan negara dapat berjalan dengan bai( maka

negara harus tegis dengan menjadikan syariat Islam sebagai dasar hukurnnya. Hal ini
didasarkan pada alasan bahwa di dalen syariat Islan terdapat nilai-nilai yang kallah dut
bilarnana diimplemartasikan dapat memebrikan kesejahteraan bagi umat manusia.

Kata kunci : relasi, klam, masyarakat lokal, dan kontibusi
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BAB I

PENDAHULUAN

l. l. Latar Belakang Masalah

1. l. 1. Fenomena Disintegrasi

Indonesia sebagai negara sedang berkembang mulai bergerak dari

negara yang sentralisitik menjadi negara dengan desentralisasi sejak

pergantian kekuasaan yang dihasilkan oleh gelombang reformasi di

pertengahen tahun 1998. Ada beberapa isu pokok ),ang Eencuat ke

permukaan dalam kaitan dengan masa transisi ini antara lair:, yaitu

pembagian urusan antara pusat dan daerall pelayanan publik,

pembagian sumber pendapata::, lemahnya koordinasi antarsektor,

fanatisme daerat! putra daera-h, aset daerah dan disintegrasi bangsa

(Kuncoro, 2004: 38-39).

Fenomena disintegrasi Indonesia di atas ditandai oleh munculnya

berbagai konllik dalam masyarakat, baik konflik yang bersifat

horizontal seperti: di Sambas, Sampit, Poso, Maluku maupun konflik

yang bersifat vertikal seperti: di Aceh dan Papua ( Aroan, 2004,

Mufid, 200l,Tom,a gol4 2.002, Trijono, 2002, dan Moehtadi, 2002).

Sebagian konllik tersebut berkemtang ke arah separatisme yang

dapat membahayakan integrasi nasional, seperti di Ace\ Papua dan

Maiuku. Masalah disintegrasi juga muncul di beberapa daerah lain.

Hasil jajak pendapat Kompas nnt:* menyambut Hari Sumpah Pemuda

2002 memperkuat sinyaleme:r tersebut. Sebagian besar repsonden

(71%) menilai bahwa rasa kebangsaan, persatuan, dan komitmen

masyarakat untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia semakin melemah. (Korpas, 2002). Hasil jajak

pendapat ini dapat menjadi sinyal yang memperlihatkan fenomena

melemahnya ikatan kebangsaan dalam rnasyarakat Indonesia ( Susilo,

2006:51-52).
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Dalam menghadapi situasi negara seperti tersebut di atas, agama

(Islam) dengan ajaran etiknya diharapkan dapat menjadi salah satu

faktor penting bagi proses integrasi, apalagi Islam dipeluk mayoritas

penduduk Indonesia. Namun, kenyataarnya hingga kini Islam belum

dapat menjadi perekat yang ampuh bagi integrasi bangsa. Keadaan ini

merupakan suatu hal yang ironi dan memprihatinkan karena bangsa

Muslim Indonesia sejak masa pergerakan nasional sudah memilih

sistem demolcasi sebagai wa}ana yang terbaik untuk membumikan

cita-cita kemerdekaan (Ma'ari[, 1994:160-161). Babkan suatu

kenyataan dalam sejarah politft bangsa Indonesia yang mayoritas

muslim dan terkenal berbudaya sanhtn ini dua kali suksesi

kepemimpinan nasional- dari Orde Lama ke Orde Baru - dari Orde

Baru ke refommsi diwarnai pertumpahan darah bahkan sekarang ini

cenderung anarki dan disintegratif

Kenyataan di atas dapat dijadikan titik-tclak kemungkinan solusi

yang dapat disumbangkan umat Islam terhadap integritas bangsa

dewasa ini (Abdurahman,2002:319). Oleh karena itu, di era reformasi

dewasa ini, upaya untuk rnerealisasikan prinsip-prinsip atau etika

politik Islarq seperti persamaan, kead.ilan ata:u musya*arah merupakan

langkah yang mendesak untuk dilalcukan. Sebab, hanya dengan agenCa-

agenda seperti itulah Indonesia dapat membangun sistem politik

modern, dan sekaligus menghindari terulangnya krisis baik sosial

budaya, ekonomi, maupun politik, seperti yang sedang dialami dewasa

ini (Effendy, 2001 : I 54).

1. l. 2. Peran Islam

Memperhatikan jalannya reformasi di tanah air sekarang ini dari

sudut pandang sosial keagamaan, patut dipertanyakan di manakah

sesungguhnya fungsi dan peranan agama-agama, terutanra Islah

sebagai agama yang dianut mayoritas bangsa Indonesia?. Sebagai

motivator, aktor, pendamping, ataukah sebagai "penumpang gelap"

reforrnasi?. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini penting
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difcrrmulasikan karena ia akan menjadi aksioma bagi diskursus

keagamaan di Indonesia masa kini dan mendatang dalam kaitannya

dengan masalah posisi agama di ruang publik. Dengan sendirinya pula

masalah ini secara sosiologis akan terkait dengan pertanyaan masa

depan agama-agama, terutama Islam di negeri ini (Hidayat, 2000 : 65).

Kemungkinan-kemungkinan yang dapat dikemukakan dalanr

konteks diskursus di atas, Pertama, jika memang Islam .dalam

pengertian yang dipahami dan dipraktekkan umat Islam ikut berperan

dalam proses reformasi, maka dalam jangka panjang kernungkinan

besar Islam masih akan memiliki legitimasi karena mernang punya

saham untuk ikut memainkan perannya di panggung publ:k Kedua, jika

anggapan yang muncul bahwa Islam Calam pengertian yang dipahami

dan dipraktekkan umat Islam tidak berfungsi apa-apa di dalan proses

reformasi sementara itu anggapan bahwa proses reformasi merupakan

babak baru yang sangat penting dalam mengubah haluan sejarah

perpolitikan di tanah air, maka dalam jangka panjang Islam akan

kehilangan legitimasinya untuk berperan di dalam politk Ketiga, jtka

,nggapan keikutsertaa-q Islarn dalam pengcrtian yang dipahemi d2q

dipraktekkan umat Islam di dalam mengubah haluan sejarah bangsa ini

hanya bersifat mozaik datr sam:u-samar, tidak memberikan sumba'rgan

mendasar, maka hubuugan antara Islam di satu pibak dan perubahan

politik di pihak lain merupakan hubungan insidental, bukan substansial.

Dengan dcmikian posisi Islam di 6nah publik masa-masa yang akan

datang masih akan terus dipertanyakan dan diperdebatkan (Hidayat,

2000 : 65).

Oleh karena itu langkah-langkah pemimpin Islam secara signifikan

akan ikut menentukan adakah peran Islam dalam perubahan sosial

politik hanya bersifat ad hoc, ataukah memang memiliki kekuatan

paradigmatik untuk membangun masa depal bangsa ?. Dalam konteks

ini para pemimpin Islam dituntut untuk bisa mengambil langkah-

langkah strategis dan melibatkan seluruh kekuatan politk yang ada,
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dalam menuntaskan hubungan agama-negara atau posisi agama di

ruang publk. Kalau para elite politik Islam tidak mampu mengemban

tugas besar tersebut, dan bahkan terjahrh pada pemihakan kelompok,

maka keraguan kian membesar mengenai kemampuan peran politik

Islam dalam wacana politik modem.

Membaca fenomena gerakan Islam di Indonesia dalam konteks

membangun masa depan batrgsa saat ini mengindikasikan fensmena

komunalisme dan primordialisme. Selain itu, realitas ini menunjukkan

pula keterpinggiran dan keterasingan yang dihadapi oleh umat Islam

dari kekuatan ilmu pengetahuan. Akan tetapi terlepas dari realitas

sosiologis ini, fenomena t€rsebut sebenarnya juga mengandung

jet:okar.. Perama, jangan-jr"gan agenda bcsar bangsa membangun

clean government, civil society, dan demokratisasi, tertutup oleh

ternbok komunalisme di atas. Kedua, fenomena yang menggejala

dalam kehidupan bernegara den !s1$ang56 tengah kehilangan bingkai

kebangsaaan karena masing-masing kelompok berada dalam kurungan-

kururigan itu (Hidayat, 2000 : 65).

Fenomena komuaalisme dan primordialisme keislaman

mengakibatkan Islam telah menjadi instrurnen partftularistft gerakan-

gerakan agama dan kebaagkitan etnis yang kemudian mendapatkan

satu legitimasi dari kebijakao politik negara yang benrpa otonomisasi

dan desentralisasi Padahal agarna pada awalnya menjadi satu perekat

pada level civii society. Jika perekat itu hilrng dan kemudian diganti

oleh ikatan-ikatan komunalisme-parochialisme (Al-Jawi, 2002:v-vi).

maka konsep dan cita Indonesia akan lenyap perlahan-lahan

Sementara inr, berbagai studi atau penelitian tentang Islam dan

masalah kenegaraan di Indonesia sebelum masa reformasi seperti pada

masa demokasi terpimpin (Ma'ari{, 1988), demokrasi liberal (Ma'arif,

1987), atau pada masa Orde Lama, penoaian Islam dan politik pada

masa Orde baru (Tebba, 1993, Thaba, 1996, Effendy, 1998,
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Syamsuddrn, 2001, Anwar, 1995) . Demikian pula studi tentang Islam

dan masalah kenegaraan setelah Orde Baru (Nata (editor), 2002,

Koirudin, 2004, Koirudin, 2004, Koirud[ 2004, Sirozi, 1999, Nashir,

2006), studi tentang relasi masyarakat lokal datam pengertian lingkarait

masyarakat adat dan negzua masih jarang dijumpai.

Fenomena bangsa di atas jika dihubungkan dengan kecenderungan

politik dan ekono:ni global sekarang memunculkan tuntutan dan

persyaratan menyangkut demokrasi, pengakuan hak asasi manusia, dan

pelestarian lingkungan di satu sisi dan di sisi lain melihat

kecenderungan melemahnya ikatan kebangsaan se!-ta menyimak

kembali munculnya perlawanan dan penentangan atas NKRI,

menempatkan masalah hubungan masyarakat lokal dalam pengertian

lingkaran masyarakat adat dan negara pada posisi sentral dalam proses

pembangunan di Negara-negara berkembang pada abad ke-21

(Soekisno, :.20). Persoalan hubungan antara masyara-kat adat dan

negara telah dan akan menjadi salah satu titik tolak bagi

berkembangnya sentimen anti negara dan mendorong munculnya

kesadaran politik di tingkat suku bangsa (ethno-nationalism) yang

mengancam integrasi negara yang terus 66ningkat intensitasnya dalam

beberapa tahun belakangan ini.

Di masa-masa yaag akan datang, jika pesoalan tersebut tidak dapat

dicarikan solusinya secara tepat dan cepat, bukan tidak mungkin

sentimen anti negara d,ao, ethno-nationalism it't akan makin membesar

lagi. fianya saja jika ini teq'adi dalam situasi konsep negara adalah

sesuatu yang sakral, disintegrasi itu tentunya akan disertai chaos yar,g

menuntut korban nyawa, rasa perikemanusiaarq dan harta benda. Hal

yang demikia.n ini.lah yang sama sekali tidak diinginkan (Z*arta,

2000). Masalah relasi masyarakat lokal dalam pengertian lingkaran

masyarakat aCat dan negara di Indonesia menjadi salah satu agenda

penting reformasi yang tengah bergulir sejak tumbangnya rezim Orde

Baru di pertengahan tahun 1998 yang lalu. Sesuai dengan semangat
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pasal 18 UUD 1945, melalui pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999,

kemudian diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015 dan muncul pula UU

No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Akan tetapi apakah penataan ulang

relasi masyarakat lokal dan negara tersebut akan memenuhi hak-hak

dasar masyarakat Iokal dan akan menjamin keberlangsungan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan studi

tentang respons Islanr dalam pengertian Islam yang dipahami- dan

dipraktekkan umat Islam Indonesia terhadap perubahan relasi

masyarakat lokal dalam pengertian masyarakat adat dan negara di

Indonesia pasca Orde Baru.

l. 2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, pemasalahan

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

l. Bagaimana masyamkat lokal dalam pengertian masyarakat adat

dan negara diposisikan di Indonesia pasca Orde Baru?

2. Perlukah menata ulang relasi masyarakat lokal dan negara pasca

pemerintahan Orde Baru, apakah penataan ula:rg hubungan antara

- masyarakat lokal dan negara pasca pemerintahan Orde Baru

tersebut akan dapat menjamin terciptanya kondisi yang

memungkiokan bagi terus berlangsucgnya upaya penciptaan

negara-bangsa (nation state) Indonesia di masa-masa yang akan

datAng?

3. Bagaimana kontnlbtrsi Islam sebagai suatu landasan dan etika

kenegaraan serta sebagai hrltat i'ang hendak dicapai dalam

kehidupan bernegara ditransformasikan dalam konteks membangun

relasi masyarakat lokal dan negara di Indonesia pasca runtuhnya

pemerintahan Orde Baru secara lebih adil?
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1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

l. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi identitas masyarakat lokal

dalam penegertian masyarakat adat dan negaradi Indonesia pasca orde

banr.

2. Menjelaskan pola dan bentuk relasi yang memungkinkan antara

masyarakat lokal dan negara dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

3. Menglcitisi teori relasi masyarakat lokal dan negara di Indonesia pasca

Orde Baru unhrk memperkokoh keberadaan Negara Kesatuan Republik

Indonesia pada masa sekarang dan masa mendatang. Kemudian juga,

bertujuan untuk mengembangkan, mengelaborasi dan

mbntransformasikan etika kenegaraan dalam Islam dalam konteks

kehidupan negara dar. bangsa Indonesia masa kini.

1. 4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini idharapkan akan memiliki manfaat pada dua objek, yaitu:

!. Manfaat secara akademis, yaitu penelitian ini diharapkaa dapat

memberikan sumbangan yang kontributif terhadap pengembangan

studi ilmu-ilmu keislaman di Indonesia, terutama dalam bidang sttidi

siyasah (fiqh keaegaraan/politik) di Indonesia.

2. Marfaat secara praktis, yairu studi ini dapat dijadftan pijakas, dan

pertimbangan bagi para pihak yang berkeperrlingan rrntut6 pga2taan

memecabkan persoalan disintegrasi bangsa Indonesia sekara.,rg dan

masa mendatang.

1. 5. Telaah Pustaka

1.5,1. Studi Islam tentang masalah kenegaraan di Indonesia

AMul Karim Zaidan dalam RalEat dan Negara dalam Islam s*ara
umum mengetengahkan pembahasan tentang korsep-korsep dasar

Islam mengenai berbagai aspek kehidupan rakyat dan negara. Dalam
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buku ini dibahas tentang kedudukan negara dalam Islam, hak_hak

politik rakyat, hak-hak umum rakyat dan hak negara atas rakyat.

Pembahasan buku ini memadukan pendekatan historis dan normatif
Akan tetapi, pembahasan buku ini masih terlalu sederhana dan singkat,

dan jika dikaitkan dengan persoalan kenegaraan di dunia muslim

kontemporer dewasa ini, terutama masalah relasi masyarakat loka! dan

negara masih membuhrtikan penjabaran lebih lanjut (Zaidaq l9g5).

Penelitian atau hrlisan yang menjelaskan tentang Islam dan

masalah kenegaraan di Indonesia, antara lain Deliar Noer dalam

disertasinya yang befudul" the Modernisl Muslim Movement in
Indonesia, 1900-1942" sekalipun secara khusus memperhatikan

gerakan modernis, namun juga membahas reaksi kalangan tradisi dan

kalangan kebangsaan (Noer, 1980: 235-3lS). Disertasi ini berhasil

mengadakan mengkombinasikan metode yang dipakai Benda dan

Federspiel, dan dari segi lain Deliar Noer mengikuti metcde sosiologis.

A-lfian menulis sebuah disertasi lslamic Modernism in Indonesian

Politics: the Muhammadijah Movement Duing the Dulch Colonial

Period (1912-1942) tentang M'rhammadiyah (Alfian). pada dasamya

metode Alfian sarna dengan Deliar Ncer memf erbatikan

perkembangan oemikiraa keagamaan dan selain itu memakai metoCe

sosiologi Dalam disertasi AIfian metode sosiologi dan pendekatan

politik lebih menonjol daripada disertasi Deliar Noer. Begitu juga

disertasi Taufik Abdullah Taufik AMullatr, Schools and Politics: Ihe
Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927-1933,/ membahas

Sumatera Thawalib (Abdulla\ 1971). lebih terfokus kepada

perkembangan politik.

A-hmad Syafii Maarif &lam tesisny4 Islarz dan politik di
Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1956-1965) (Marlrlf
1988), melihat secara kritis realitas politik yang tercemin dalam

tingkah laku politik praktis partai-partai Islam pada periode Dernokrasi

Terpimpin ( 1959-1965), suatu periode singkat dalam sejarah moderen
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Indonesia, tetapi cukup penting dan genting brla ia ditempatkan dalam

perspektif sejarah perjuangan partai-partai Islam di Indonesia. Analisis

yang dipergunakan Ahmad Syafi.i Maarif dalam tesisnya adalah analisis

kritis terhadap tingkah laku dan posisi politik partai-partai Islam

(Boland, 197 1 : 99 -134).

Ahmad Syafii Maarif dalam disertasinya Islam dan Masalah

Kenegaraan: Shrdi tentang Percaturan dalam Konstiluante (Maarif,

1987: 8). membahas t€nteng masalah dasar negara Indonesia, dan

memberi kejelasan tentang watak dan arti Islam dalam sejarah moderen

Indonesia, terutama dalam hubungan"ya dengatr perkembangan dan

perubahan politft di Indonesia. Metode, pendekatan dan analisis yang

dipakai penulis dalam disertasinya itu adalah deskdptif-historis dan

analitis-evaluatif

Muhammad Tahir f.zhary dalam disertasinya Negara Hukum

Suatu Studi lentang Pinsip-Pinsipnya Dilihat dari Segi lluhm Islam,

Implementasinya pada Peiode Negara Madinah dan Masa Kini

(AzhNy, 1992:3,7-8, l4). menyoroti dua aspek penting mengenai

negara hukum, yaitu prinsip-prinsip negara hukum dilihat dari segi

Hukum Islam dan implementasinya selama masa Rasulullah dan

Khulafa Rasyidun serta masa kini. Kecuaii itu, sebagai pcrbandingan

dikaji pula pemikiran Barat tentang konsep negara dan hukum dalam

hubungan dengan agama serta bagaimana implementasi prinsip-prirsip

negara hukum itu di Barat dan pada masa kini seperti di Belanda,

Inggris, Perancis dan Amerika. Kerangkc teoritis yang dipakai dalam

disertasi ini adalah teori maslahat mursalah Imam Malik dan tipologi

negara Ibnu Khaldun. Sedangkan pendekatan yang digunakan

Muhannnad Tahft Azhary dalam menyusun disertasinya ini ialah

pendekatan ncrmati[ doktriner, amlitis, deslciptif dan kajian

perbandingan.

Alrmad Sukardja dalam disertasinya Piagam Madinah dan

Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan tentang Dasar
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Hidup Bersama dalam Masyarakal yangt Majemuk (Sukarda, 1995: 7-

9), mengupas persoalan benarkah Piagam Madinah mengandung

prinsip-prinsip kebijakan politik yang modern dan apakah Undang-

Undang 1945 bersifat islami sebagaimana halnya Piagam Madinah.

Adapun metode dipergunakan untuk membahas berbagai aspek dalam

disertasi ini ialah metode deskripsi, metode perbandingarl dan metode

taklrij. Di samping metode-metode tersetut, juga digunakan logka

deduktifdan induktif.

Faisal Ismail dalam disertasinya Islam in Indonesian Politics: A

Study of Muslim Respo,Bes to and Acceptance of Pancasila membahas

masalah Pancasila sebagai dasar negara, P4 sebagai penjelasan resmi

tentang Pancasila, dan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi

sosial dan politik (Ismail, 1995:13).

Bahtiar Effendy dalam disertasinya, Islam dan Negara

Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia

(Effendy, 1998). membahas hubungan politik antara Islam dan negara

di lndonesia dengan fokus tumbuhnya gelombang baru intelektualisme

Islam pada 1980-an. Pendekatan yang dipakai penulis disertasi ini

adalah pendekatan Islam sebagai agama yang banyak penafsirannya

atau multiinterpret atif ( a potyinterpretable religion). Studi Bahtiar

Effendy ini menggunakan pendekatan historis dan hermeneutft atau

interpretatif.

Yusril Ihza Mahendra menulis disertasrnyz Modernisme Can

Fundamenlalisme dalam Politik Islam Perbandingan Partai Masyzmi

(Indonesia) dan Partai Jama'at -i-Islami (Pakistan) (Mahendra, 1999:

55-57), membahas perbandingan poltik antara m.syarakat muslim

Indonesia dan masyarakat muslim Pakistan pada tahun 1940-1960

dengan kerangka analisis aktor politik. Teori yang dipergunakan penulis

ini dalam menganalisis aktor-aktor politik ini adalah

mengkombinasikan teori Peter Berger dan Thomas Luckmann.
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Masykuri Abdillah menulis disertasinya Demokrasi di

Persimapangan Mabta Respons Inteleklual Muslim Indonesia

Terhadap Konsep Demokrasi (Abdillah, 1999 : 15-16) yang

menekankan fokus studi tentang perspektif teologis untuk melukiskan

respons para intelektual Muslim terhadap ide-ide demokrasi

berdasarkan doktrin-doktrin Islam. Studi Masykuri Abdullah ini diikuti

dengan pendekatan-pendekatan hukum dan sosiologis. Sudi ini

mempergu Dakan teori Max Weber.

M. Din Syamsuddin dalam bukunya Islam dan Politik di Era Orde

Baru menekankatr pembahasatr tlau analisis tentang hubungan Islan

dan politik pada masa pemerintahan Orde baru di Indonesia ( 1965-

l99l). Kerangka teori dan pendekatan yang dipergunakan penulis

dalam studi tersebut adalah politik alokatif (Syamsuddin, 2001:12-13,

dan l9).

M. Abdul Karim dalam Menggali Muatan Pancasila dalant

Perspelclil Islam membahas tentang hasil objekti'rikasi ajaran Islam.

Penulis yang sama dalam karyanya (dise;'tasi) Islam Mrsantara

menjeliskan tentang bidang budaya Islam yang il'Tt serta dalam

pembinaan moral bangsa. Kedua buku ini merupakan karya sejarah

dengan mempergunakan teori evoLrsi, teori challenge and response, dan

teori tri-kon (Karim,2004:4-5, dan 93 dan Karim, 2007:17-18 dn 21).

Namun demikiaq kedua buku ini belum membicarakan Persoalan

bagaimana muatan Pancasila dan pengaruh Islam (alam pembinaan

moml bangsa di Indonesia tersebut dapat ditransformasikan dalam

memecahkan problema serius bangsa Indonesia rrasa kini sepcrti

mnnculnya fenomena disinteg rasi dan separatism.

1,5.2. Studi tentang Kelndonesiaan

Simon Philpott dalam bukunya Rethinking Indonesia Postcolonial

Theory, Authoitaicnism and ldentity mengkaji realitas dan imajinasi

tentang Indonesia yang senyatanya merupakan konstruksi sosial. Kajian

Simon Philpott mengenai realitas dan imajinasi Indonesia ini
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mempergunakan teori Michel Foucault dan Edward Said. Simon

Philpott mengemukakan bahwa untuk mengkaji tentang realitas dan

imajinasi Indonesia tersebut sebagai _ocal-sive_ adalah

governmentality tidak memahami negara dan masyarakat sipil dalam

pengertian oposisi biner, yang selaiu bertentangan dan masing-masing

berusaha melemahkan pengaruh pihak lain (philpotg 2000:l4g-149).

Saifudin dalam disertasinya Proses Pembentukan Undang-I)ndang

Studi tentang Parlisipasi Masyarakat dalam proses pembentukan U[-I

di Era Reformasi (Saifirdin, 2006: l2). Membahas masalah proses

pembentukan usdang-utrdang di era reformasi, partisipasi masy-akat

mewarnai proses pembentukan undang-undang di era reformasi dan

proses pernbentukan undang-uldang yang melibatkan partisipasi

masyarakat sehingga melahirkan undang-undang yang _ocal sive. Studi

yang dilakukan oleh Saifudin ini mempergunakan kerangka teori bahwa

pernbentukzn peraturan perundang-undangan bersendi kerakvatan,

negara berdasar atas hukum dan negara berdasar atas konstitusi.

Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian tersebut, jelas

menunjukkan bahwa persoalan relasi masyarakat _ocal dan nega..-a

dalam kontek keindonesiaan pasca Orde baru merupakan persoalan

yang masih membutuhkan studi lebih lanjut. Di samping itu, kajian-

kajian keislaman di Indonesia setelah pemerintahan e1fls Baru yang

membahas persoalan relasi komunitas _6961 dan negara masih

merupakan studi yang. langkah. Oleh karena itu, penelitian ini lebih

terfokus pada persoalan kontnbusi Islam &!am membangun relasi

masyarakat lokal dan negara di Indonesia setelah Orde Baru. perspektif

yang digunakan dalam studi ini adalah bagai-a1x konsep etika

kenegaraan dalam Islam (Quthub, 1948. Mohamma d, 1994), Donohue

dan John L.Esposito, 1982:123-128, Khadduri, 1984), Noor, 2OOO:435-

350 dan Minhaji, 2002: 2ll-236, Yaqub, 2002). Faris, 1989: 40-59)

sebagai Iandasan dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan
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bemegara ditransformasikan dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia

pasca pemermtahan Orde Baru.

l. 6. Sistematika Penulisan Penelitian

Secara keseluruhan bab-bab pembahasan penelitian ini terdiri dari 5

(lima) bab. Yaitu bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat Penelitian, telaah pustaka,

dan sisternatika penulisan penelitian atau pembahasan. Bab kedua

mendeskripsikan tinjauan Pustaka. Pembahasan bab ini mencakup

deskripsi atas kerangka teoritik yang menjadi pijakan dalam membedalq

mengelobrasi dan menjadi pisau aa:aiisi dalam memecahkan rumusan

masalah.

Bab ketiga membahas metode penelitian yang meliputi jenis, lokasi

dan subyek penelitian, sifat penelitian" pendekatan, tehnik pegumpulan

data dan tehnik analisis data. Bab keemPat adalah hasil penelitian dan

pembahasan atas hasil penelitian. Bab kelima merupakan bab penutup,

yang berisi kesimpulan dan rekomendasi atau saran.
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BAB II

KERANGKA TEORITIK

t4

2. l. Akar Ketegangan Relasi Masyarakat Lokal dan Negara

"...Tidak ada padisipasi atau mobilisasi rakyat secara tetap, yang ada
adalah bentuk partisipasi yang secara tetap melibatkan begitu banyak
warga negara sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan nasional dan
bukan pembuatan kebijakan itu...."

Demikian salah satu ciri sistem pemerintahan di Indonesia, yang oleh

Jackson didefinisikan sebagai suatu sistem pemerintahan birokratis.

Lebih jauh dikatakannya pula bahwa partisipasi lokal cenderung diahu

lewat otoritas tradisioaal dan pengelompokan patron-klien dan bukan

lewat kelompok yang berdasarkan pada atn'but sosial yang sama, misalnya

kelas. Selain itu, mobilisasi penduduk yang efektif hanya ditujukan untuk

langkah-langkah jangka pendek, seperti pemilihan umum. Keterbatasan

utama pemerintahan adalah ketidakmampuannya untuk memobilisasi

rakyat yang berkorban demi program-program nasional tertentu dan untuk

mencapai target-target yang memerlukan partisipasi yang benar-benar
' 

sukarela dari rakyat secara keseluruhan (Ufford (ed.), 1988: l5l).

Dengan demikian, terdapat jurang yarg memisahkan negara di satu

pihak dengan masyarakat lokal di pihak lain. Sehingga, sudah sejak lama

para ahli memikirka.r bagaimana jurang ini dapat dijembatani dan dengan

jalan apa masyarakat lokal dapat dibujuk untuk ikut terlibat (dalam

berbagai kegiatan bemegara) (Bijlmer & Reurinkl68). Jurang pemisah

antara "sektor" negara dan trasyarakat lokal ini diwamai - meminjam

istilah yang digunakan Bijlmer dan Reurink, ketegangan, Ini muncul

sebagai akibat adanya perbedaan-perbedaan antara apa yang disebut

Bijlmer dan Reurinlq ketegangan ini muncul sebagai norma lokal di satu

pihak dan nonna negara di pihak lain. Norma lokal mengacu pada

konsepsi-konsepsi masyarakat dalam methat berbagai hal termasuk

kebijakan negara dan kebutuhan-kebutuhan hidupnya sendiri sebagaimana



yang mereka lihat. Menurut pendapat rakyat setempat, lingkungan atau

kampung memiliki arti konkret. Harapan dan kepentingan mereka juga

konkret di pihak lain, nonna negara juga mengacu pada hal yang sama,

hanya saja sebagaimana dirumuskan sendiri oleh pihak negara'

Namun mengacu pada hasil pengamatan Biljmer dan Reurink (1998),

Jatiman (1995), Zakariya (2000), dan Syafitri (2001), sekedar menyebut

beberapa contoh, bolehjadi "kasus UUPD No. 5 atau 1979" adalah puncak

dari, untuk sementara ini, hubungan yang cenderung negatif di antara

kedua entitas sosial dan politik tersebut. Prmcak ini tajadi ketika

hubungan itu telah berubah corak: dari sekedar (dominan) interaksi

menjadi seutulmya (dominan) intert'erci-

Dalam pada iru, berbagai sumber menunjukkan bahwa ketegangan

ant.ra negara dan masyarakat lokal tersebut terus meningkat seiring

dengan berubahnya corak hubungan antara negara dan masyarakat lokal

dari yang semula lebih dominan interaksi menjadi dominan intervensi'

Caiatan-catatan sejarah yang tersedia secara pasti juga menunjukkan

langkah pergeseran yang cenderung linier: secara pasti bergerak dari arah

(dominan) interaksi menuju ( dominan) irlrtetvettsi iti'
Di nusantara, sepanjang sejarh"ya, masyarakat telah mengalami

interaksi dengan, dan/ atau intervensi oleh, berbagai kebijaksanaa[ negaia'

Setidaknya hal ini telah dimulai sejak masa pemerintahan "kerajaan-

kerajaan pnbumi" (rnasa prakolonial), negara kolonial (dari VOC hingga

pemerintahan Hindia Bela-nCa), hingga setelah muncuhya Negara

Kesatuatr Republik Indonesia sendiri Disebut intera-tci jika perhubungan

keduanya relatifsejajar atau paling kurang, posisi tawar ralyat atau warga

negara relatif seimbang. Dalam situasi yang demikian negara tidak

memaksakan agendanya tanpa menimbulkan resiko yang fatal'

Bagi eksistensi negara itu sendti, perhubungan antara keduaoya dapat

dikatalan berangkat dari kebutuhan para pihak, bukan hanya salah satu di

antara keduanya, sebaliknya, dalam corak hubungan intervensi, selain

posisi para pihak tidak sejajar atau tidak seimbang karena posisi tawar
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salah satu pihak lebrh rendah, perhubungan terjadi karena kemauarl

bahkan pemaksaan pihak yang kuat. Argumentasi bahwa "karena

kebutuhan pihak (yang lebih) lemah, yang belum marryu medehnisikann

kebutuhannya sendiri" harus ditafsirkan sebagai argumentasi hegemoni

pihak yang kuat, untuk menjustifikasi campur tangannya.

Sebenarnya inilah pangkal dari ketegangan yang nyaris abadi antara

negara di satu pihak dengan masyarakat di pihak lain. Ketegangan ini

menyangkut hal bagaimana negara merealisasikan otonomi desa yang

secara politik dan hukum terakomodasi dalam peraturan perundangan yang

ada khususnla yang meDyangkut bak atas penguasaatr atas wilaya\

aturan-aturan, dan sistem pengorganisasian hidup bersama di wilayah itu.

1t)

2. 3. Konsepsi Islam tentang Negara

Persoalan konsepsi tentang negara dan pemerintahan (politik) telah

menimbulkan diskusi panjang dan kontroversi di kalangan pemikir muslim

dan memur,culkan perbedaan pandangan yang cukup tajam- Perbedaan-

perbedaan tidak hanya terhenti pada tataran teoritis konseptual tetapi juga

memasuki wilayah politik praktis sehingga acapkali membawa

pertentangan dan perpecahan di kalangan umat Islam (Al-Munawar,

1999:17).

Perbedaan pandangan di atas selain disebabkan oleh faktor-frktor

sosio-historis dan sosio-kultural, yaitu adanya perbedaao latar belakeng

sejarah dan sosial budaya umat Islan! juga disebabkan oleh faktor yang

bersifat teologis, yaitu tidak adanya keterangan tegas (clear-cut

etplanalion) lentang negara dan pemerintahan dalam sumber-sumber

Islam yaitu Alquran dan as-Sunnah- Memang terdapat beberapa terma

yang sering dihubungkan dan dipahami sebagai konsep politik, negara dan

kekuasaan, seperti khalifah, dawlah, atatt hukumah dan lain-lain, namun

istilah-istilah tersebut b€rada dalam kategori ayat-ayat zanniyot yang

aemungkinkan interpretasi, Alquran tidak membawa keterangan yang

jelas tentang bentuk negara, konsepsi kekuasaan, kedaulatan dan ide

tentang konstitusi (Al-Munawar, 1999:17).



Perbedaan pandangan tentang negara dan pemerintahan di kalangan

pemikir muslim, juga disebabkan oleh perbedaan persepsi mereka tentang

esensi kedua konsep tersebut. Sebagian memandang bahwa keduanya-

negara dan pemerintahan berbeda seczra konseptual. Pemerintahan adalah

corak kepemimpinan dalam mengahu kepentingan orang banyak yang

berhubungan dengan metode atau strategi politik. Sedangkan negara

merupakan irstirusi politik sebagai wadah penyelenggaraan pemerin-tahan

yang berhubungan dengan benhrk atau format politik. Sebagai

konsekuensinya adalah pembicaraatr tentang negara dan pemerintahan

dapat dilakukan secara terpiseh, sepe(i membicamkan strategi

penyeletrggannn dau pengisian pernerintahan tanpa mempersoalkatr

benruk negara. Sebagian yang lain mernandang bahwa tidak ada

perbedaan antara keduanya, sehingga pembicaraan tentang pemerintahatr

tidak bisa terlepas dari pembicaraan Negara.

Gejala perbedaan pandangan di atas merupakan fenomena dan

realitas y^ng terjadi di sejumlah negara muslim sejak berakhirnya

kolonialisme Barat pada pertengahan abad ke-20, negara-negara muslim,

seperti Turki Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan, Malaysia, Aljazair dan

termasuk Indonesia mengalami kesulitan dalam upaya mengembangkan

sintesis yang memungkinkan (vioble) anlam pemikimn dan praktik politik

Islam dengan negara di daerah mereka masing-masiDg. Di negara-negara

terscbut, hubungan politik antara Islam dan negara ditandai oleh

lctegangan-ketegangan yang tajar4 jika bukan permuzuhen atau

pertentangan- SeLubungen dengan posisi Islaro yang menonjol di wilayah-

wilayah tersebut, yaitu karena kedudukannya sebagai agama yang dianut

sebagian besar penduduk, hal ini tentu saja merupakan realitas

menimbulkan tanda tanya. Di sainping iq kenyataan tersebut telah

menarik perhatian sejumlah pengamat politik muslim untuk

mempersoalkan apakah Islam sesuai atau tidak dengan sistem politik

moderq yang gagasan negara bangsa (nalio -state) merupakan salah satu

unsur utamanya (Effendy, 1995:3 dan Effendy, 1998: 2).
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Permasalahan di atas menjadi lebih rumit jika dikaitkan dengan suatu

kenyataan bahwa konsep negara adalah konsep modern yang datang dari

dunia Barat, yang tidak ada ;'rs5edsmp dalam sejarah kaum muslim.

Dalam perspektif Barat, negara disebut negara bar,gsa (nation-stale)

terbentuk atas dasar solidaritas kebangsaan. Negara adalah fenomena

modern yang terbentuk sebagai manifestasi nasionalisme yang melanda

dunia pada paruh pertama abad ke-20.

Pemikiran politik muslim pada periode modern menunjukkan

pemikiran politik yang beragam bahkan satu sama lain seringkali

bertentangan secara tajam dan menimbulkan pobedaan dan perdebatan

yang panjang dan terkesan kasar. Misalnya perdebatan antara Ali Abd al-

Raziq dan Muhammad Rasyid Rida. Secara umum pemikiran politik

muslim tersebut dapat dikelompokkan pada tiga pola pikir (Arif, 2004: l -

40).

Kelcmpok pertamd sangat anti Barat dan berpendapat bahwa ajaran

Islarn lqq4g4El-semua bidang kehidu{ran manusia-teroasuk-sisiteqr---
politik. Sistem politik yang ideal menurut mereka, adalah sistem yang

dipraktekkan pada masa Nabi Muhammad SAW dan al-Khulafa al-

Rasyidun. Tokoh{okoh yang terruasuk kelompok ini adalah Rasld Rida,

Qutb dan Maududi. Sedangkan kelompok kedua beryerdiiiaa sebaliknya,

bahwa Islam berkedudukan sama dengan agama lain, tidak mencampuri

urusan kehidupan negara dan pemerintahan. Tokoh{okoh yang

berpendirian demikian adalah .6Ji Abd al-Raziq dan Taha Husein.

Kelompok yang ketiga tidak sependapat dengan keCua kelompok

sebelumnya, mereka berpendapat bahwa Islam hanya menyediakan

seperangkat tata nilai moral, etika dan prinsip dasar dalam kehidupan

bermasyarakat dan bemegara, sedang mengenai realisasi aturan dasar

tersebut tergantung pada ijtihad masing-masing bangsa muslim. Tokoh

pemikt yang termasuk kelompok ketiga iui adalah Muhammad Husain

Haikal (Sjadzali, 1990:1-2). Dua pola pemikiran politik muslim terakhir

di atas sering disebut sebagai pemikiran politik muslim substantif
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Dalam kaitan dengan persoalan-persoalan di atas, formulasi jawaban

yang perlu dan segera untuk dirumuskan adalah bagaimana seharusnya

peran dan hubungan antara agama dan negara yang harmouis dapat

diwujudkan dalam kehidupan kaum muslimin dalam era masa kini?

Strategi apa yang dapat diperankan agama sehingga dapat mengantisipasi

dan memberikan solusi permasalahan politik yang sedang dihadapi dan

dibutuhkan oleh bangsa-bangsa muslim?. Hal ini membutuhkan strategi

dan format baru perjuangan dan praktek politik di masing-masing negara

muslim, maka dialektika studi kedua bidAng tersebut, agama dan negara

dalam suatu knjian akademik merupakan ruatu kebuhrhan.

Umat Islam pada umumnla percala bahwa ajaran Islam itu bersifat

universal tetapi pemahaman kaum muslimin terhadap a,iaran universal

tersebut bersifat polyinteryretable (banyak interpretasinya bukan

interpretasi tunggal). Karena pemahaman kaum muslimin terhadap Islam

bersifat polyinterpretable, tlm'l ini nampak Can berimplikasi pada fornnrlasi

pemikiran dan praktek politik di negara-negara muslim kontemporer.

Pemikiran kenegaraan muslim tidak dapat dipisahkan dari Islam yang

multiinlerpretatif. Pada sisi hfu, h,ampir setiap muslim percaya akan

pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan negara. Pada saat yang

sama, karena sifat Islam yang polyinterpretatif ittt, tidak pemah ada

pandangarr yang tunggal mengenai bagairnana seharusnya Islam dan

negara dikai&an secara tegas. Bahkar, sejauh yalg dapat ditaugkap dari

perjalanan diskursus intelektual Can hlstoris pemikiran dan p;dktek

kenegaraan muslim, terdapat bcrbagai pendapat yang berbeda-beda bahkan

saling bertedangan mengenai hubungan yang sesuai antara Islam dan

negara (Watt 1964).

Salah satu mazhab pemikiran tentang hubungan Islam dan negara

adalah hubungan yang bersifat substansialistik yaitu alirau pemikfuan

politik yang tidak begitu mementingkan hubungan yang berbenhrk forrral

altara Islam dan negara, yang penting bagi mazhab ini adalah bagaimana

nilai-nilai ajaran Islam dapat diterapkan dan mampu mempengaruhi
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kehi.lupan negara (Sjadzali, 1990',2). Dalam hubungan inilah dapat

dipahami munculnya paradigma tentang pandangan Islam tentang negara

yang bersifat simbiotik-subslantif, yailr suatu pandangan yang melihat

bahwa agama dan negara mempunyai hubungan timbal-balik dan saling

memerlukan.

Dalam kaitan dengan uraian di atas, jelas agama memerlukan negara,

karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya negara

memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat berkembang

dalam bimbingan etika dan moral Paradigma ini juga meniscayakan

adanya lembaga negara bagi umat Islam tetapi dengan corak yang

demokratis melalui pendirian lembaga-lembaga demokrasi seperti

parlemen dan dengan modus suksesi kepemirnninan yang memberi

kesempatan kepada partisipasi politik rakyat. Negara dapat mengambil

bentuk monarki ( konstitusionaD maupun bentuk lainnya.

Di samping paradigma sinbiotik di atas, terdapat ptth paradigma

instrumental, (Al-Munawar, 1999:17), yaitu bahwa negara mer'.rpakan

instrumen atau alat bagi pengembangan agama dan realisasi dlai-nilai

agama. Paradigma ini bertolak dari suatu anggaPan bahwa lslam hanya

membawa prinsip-prinsip dasar tentang kehidupan politik dan tidak

menentukan l.rentuk negara tunggal. Dalam paradigma ini agama tidak

berhubungan fcrmal maupun institusional dengan negara dan menolak

pendasaran negara kepada Islarn, atau paling tidak menolak determinasi

Islan:'akan bentuk tertentu dari negara. Sebagai gantinya, adalah agerna

dapat berperan untuk mernbe.ri kontribusi nilai etik dan moral bagi

perkembangan kehidupan politik.

Paradigma di atas tidak terlalu tertarik kepada bentuk negara,

konstitusi maupun modus suksesi, berdasarkan pada suatu anggapan

bahwa Islam tidak menentukan format tunggal tentang ihr. Sebagai

gantinya, paradigma ini lebih mementingkan substansifikasi Islam, yaitu

melakukan pemaknaan nilai-nilai Islam secara hakiki ke dalam proses

politik dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara'
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Berdasarkan perspektif paradigma ini, aktivitas politik muslim berada pada

tatanan kultural yaitu mengembangkan landasan budaya bagi terwujudnya

masyarakat utama sesdai dengan nilai-nilai Islam. Dalam pcnelitian ini

kerangka pemikiran yang dikemukakan di atas dipergunakan dalam

menelusuri relasi masyarakat lokal dan negara di Indonesia pasca

mntuhnya pemerintahan Orde Baru.

Keberlangsungan negara bangsa Indonesia akan ditentukan oleh

bagaimana negara ini mampu menata ulang hubungannya dengan

masyarakat lokal. Tidak akan ada negara yang akan bertahan lama tanpa

tindakan+indakan politik yang represifjika tidak didukung oleh komuniti

yang sehat dan hidup. Sementara itu, tindakan-tindakan politik yang

represif hanya akan mengantar negara bangsa ini pada posisi "sementara"

dan "tidak mantap" begitu pula, masyarakat sipil sejatinya tidak akan

tercipta tanpn kehadiran komunitas-komunitas yang sehat dan hiduP itu.

Sejatinya negara memang harus selalu dalam posisi "sementara",

"tidak mantap", dan 'lidak final" karen4 seperti dikatakan Anderson,

negara adalah "suatu kesatuan masyarakat yang dibayangkan ada"

(Anderson, 2001:.46). Hanya saja, core kehadiran negara itu han:s dirubah

dari yang berpusat pada negara itu sendiri kepada masyarakat. Detrgan

meletakkan core kehadian negara pada komunitas sekaligus akan

menghindarkan kita dari makna sakral uegara yang dalam sejarahnya telah

menyebabkan persimbahan darah. Dengan posisi yaag demikian ini,

negam tak lebih sebagai suatu sistem adminishasi kehidupan bersama

ymrrg lentur, adaptif, sarna sekali tidak sakral selringga tldak perlu

ditangisi, apalagi berkorban nyaw4 jika ia memang harus berubah areal

cakupan, sesuai tuntunan zamannya.

Oleh karena iht, sarra sekali tidak ada alasan yang kuat untuk

menghawattkan pemberian otononi penuh tersebut kepada masyarakat,

terutama masyarakat lokal. Sebaliknya, bahwa pengingkaran terhadap

hak-hak otonomi komunitas lokal inilah yang justru menjadi kayu bakar

bagi gerakan-gerakan yang mengarah pada disintegrasi Nasional. Dengan



demikian dapat dikatakan bahwa entitas suatu negara hanya relevan dalam
satu jangka waktu tertentu saja. Ia bisa menghianati rasa keadilan rakyat,
dan bahkan bisa saja menindas peri kemanusiaar5 dalam konteks vraktu
yang lairurya. Karenanya, negara, terlebih lagi negara bangsa, sebagai
suatu )Eng diimajikan (akan) ada ih\ haruslah diletakkan sebagai satu
sasaran antara, bersifat sementara, tidak mantap, dan sama sekali tidak
sakral. Hanya dengan begitu kita dapat lepas dari paradoks-pqradoks

kehadiran negara dan ,sesat pkir,' tentang (konsep) negara itu scndti.
Penataan bangsa pluralistik modern agar bersatu, stabil dan langgeng,

ti&k boleh didasarkan atas suatu pardangan hidup atau dokrin terrenhr,

melainkan harus didasarkan atas prinsip y:ang mendukung dan
mengekspresikan kepentingan bersama. primip itu adalah keadilan sosial.
Teori keadilan sosial dalam konteks studi ini adalah teori keadilan sosial
deontologi Rawls (Rawls, 1973:.22 dan Haberrnas (Habermas,l996,

Rasuanto, 2N 5 :177 -17 B).

Masalah pokok keadilan sosial adalah memposisikan dua prinsip
dasar, yakru kemerdekaan dan kescmaan, yaag menggambarkan perbedaan

antara paham liberalisrne dan sosialisme, individualisme dan kolcktivismc
yang pernah identik mewakili titik api konllik ideologi perang diogin
(Rasuanto, 2005:l7E-l 30).

Korsepsi keadilan deontologis, merupakan konsepsi politik yang

netral, tidak ditunrnkan dari suatu pengandaian metafuik atau doktrin
komprehensif tedentu, melainkan rnen4ra-kan konsensus rasione! yau!
dicapai melalui prosedur tertentu. pada Rawls melalui prosedur kontrak
berdasar fairness yang melahirkan dua prinsip keadilan substar:sti{

sedangkan pada Habermas melalui diskursus praktis intersubyektif sebagai

prosedur pengambil putusan untuk menenhrkan apa yang disebut adil.

Di samping itu, keadilan sosial deontologis tidak mengklaim hsndak
menghapuskan tak kesamaan, melainkan hendak memastikan ter;.aminnya

kesamaan kesempatan. Sehingga kehidupan seseorang tidak ditentukan

oleh keadaan, melainkan oleh pilihannya. .,Keadilan sosial mentoleransi

22



ketiriaksamaan apabila hal itu menguntungkan semua, khususnya golongan

paling tertinggal.
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BABIII

METODE PEI\IELITIAN

3.1. Jenis, Inkasi, dan Subjek Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan di yoglakarta dengan

subjek penelitian organisasi masyarakat muslim mainstream

(Muhamrnadiyah dan Nahdlatul Ulama) dan organisasi masyarakat

muslim non-mainstream (Majelis Mujahidin Indonesia dan Front pembela

lslam). Alasan penentuan subjek penelitian terebut adalah baik

Muhammadiyah maupun NU selain secara historis telah lahir sebefum

lahirnya NKN, anggota kedua ormas ini tersebar dan bahkan terbesar di
Indonesia, dua ormas ini telah berbuat banyak terhadap negara, juga dari

sisi segi pemikiran keagamaan (Islam) yang dikembangkan oleh dua ormas

ini merupakan pemikiran yang bersifat inlilusif atau moderat. Sedangkan

alasan dipilihnya MMI dan FPI sebagai subjek dalam penelitian ini di
samping dua ormas ini lahir pasca runtuhnya pemerintahan Orde Baru,

juga dari sisi pemikiran Islam yang dikembangkan oleh dua ormas ini
terutama dalam merespons perubahan kehidupan kenegaraan di Indonesia

mempunyai karakterjstik tersendiri yang berbeda dengan ormas Islam

mainstream.

3. 2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini deskriptif dan evaluatif (Sumardi" 1982',27-28'),

yaitu mendeskripsikan kecenderungan pemikiran Islam yang diusung oleh

keempat ormas Islam tersebut dalam konteks membangun relasi

masyarakat lokal dan negara di Indonesia pasca pemerintahan Orde Baru.

Iangkah berikutnya adalah mencoba mengkitisi keenderungan

pemikiran keislaman yang dikembangkan oleh keempat ormas tersebut

dalam konteks prospek membangun relasi masyarakat lokal dan negara

yang lebih adil di masa depan.
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3. 3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah

mengintegrasikan yuridis-normatif (peraturan perundang-undangarr dan

etika kenegaraan Islam), historis (asal-usul, perkembangan dan perubahan

relasi komunitas lokal dan negara di Indonesia), dan sosiologis (interaksi

antara komunjtas lokal dan negara di Indonesia).

3. 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu sumber data

primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer da.lam riset ini
adalah gagasan keempat orrnas Islam di atas lentang kontnbusi Islam

dalam membangun relasi dua entitas tersebut. Dalam kaitan ini, teknik

pengumpulan data primer akan dilakukan wawancara mendalam dengan

para pengurus keempat ormas Islam di atas.

g3dangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah

berbagai sunber dokumen terfulis keempat ormas Islam yang berupa baik

keputusan resmi organisasi, buku maupun artikel yang ditulis dan

dipublikasrkan pzua pelgurus keempet ormas tersebut yang oerupakan

respgrs terhadap persoalan relasi masyarakat lokal dan negzua pasca

pemerintahan Orde Baru.

3. 5. Metode Analisis Data
Untuk menganalisis persoalan 16165i masyarakat atau komunitas

Ickal dan negara di atas akan digunakan teori strukturasi A:rthony

Giddens. Memrrut Giddens, interaksi yang berulang dan terpola da.lam

_iangka waktu tertentu dan dalam r'-l,ng tert€ntu akan menghasilkan

strukhr. Interaksi ini dilalmkan oleh pelaku-pelaku dan dibentuk di dalam

prilaku subyek pelaku (Giddens, 1994:128). Strukturasi sebagai reproduksi

berbagai praksis, mengacu kepada proses dinamis yang membentuk

struktur.

Dalam hubungan ini, analisis strukturasi diharapkan mampu

memecah dualitas stmktur yang merupakan perkecambahan dari

komunikasi subyek atau pelaku secara terus-menerus sehingga membentuk
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dar, menguasai struktur yang mereka inginkan. Struktur sosial dapat

dipahami sebagai tujuan dan hasil dari interaksi yang berulang dan

berpola, namun sekaligus menjadi sarana yang mengondisikan tindakan,

begitu penjelasan Haryatmoko (Haryatmoko, 2005). Ilustrasi berikut, akan

memudahkan untuk mernahami teori slrukturasi Giddens guna memikir

ulang segenap keingrnan untuk relasi masyarakat lokal dan negara.

Tiga benhrk interaksi: komunikasi; kekuasaan; dan moralitas,

menghasilkan liga struktur: pemaknaan; dominasi; dan legitimasi. Komuaikasi

terus-menerus dari ketiga bentu-k interaksi dan str,Jktur sosb! yang ada"

menentukan bagaimana masyarakat dibangun- Ketika tujuan dan hasil interaksi itu

dimaksudkan untuk penyelewengarL maka dengan seldirinya akan tcrbertuk pola

hubungan tiranik terhadap mereka yang tak memiliki akses penguasaan modalitas

yang ada. Menurut Dengan demikian, menurut Giddens, interaksi yang berulang

dan terpola dalam jangka waktu tertentu dan dalam ruang tertenFJ akan

mengbasilkan struktur. lnteraksi ini dilakukan oleh pelaku-pelaku dan dibentuk di

dalam perilaku subyek pelaku. Strukturasi sebagai reprodulsi berbagai praksis,

mengacu kepada proses dinamis yang membenflrk struktur (Giddens, 1994: 728).

Sebagai penelitian interdisipliner, studi relasi masyarakat lokal dan negara

di era reformas.i pandangan ormas Islam mainstream dan non-mainstream ini

terdapat tiga hal utarria yang menurut Miles (1992: 19) untuk menganalisis data

yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai

suatu yaag jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumprilan

MODALITAS

Kerangka

Penafsiran

Fasilitas:

- Politik
- Ekonomi
- Ideologi
- Budaya
- Militer

Nonna :

- Huk:um
- Aturatr
- Tradisi,Kebiasaan
- Agama
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data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut

analisiS.AdapunuraianterhadapketigahaltersebtltadalahSebagaiberikut:

a.Reduksidata,diartikans€bagaiprosespemilihan,pemusatanperhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang

muncul dari catatan-catatan terhrlis di lapangan'

b. Penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang

memberi. kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Dalam konteks penelitian ini, penyajian data meliputi

' inventarisasi segala data yang memiliki keterkaitan dengan respons

' - kontnbutif keempat oreas Islam terhadap perubahan relasi masyarakat

lokai dan negara di Indonesia pasca Orde Baru'

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi setelah melalui proses reduksi data

dan penyajian data, tahapan terakhir lang dilalui dalam menganalisis data

yaitu penarkan kesimpulan. Penarkan kesimpulan atau verifikasi

tligunakan untuk menyimpulkan respons pandangan keempat orrnas Islam

tersebut terhadap perubahan hubungan kedua entitas tersebut'

Penerapan analisis data tersebut dapat dipahami melalui diagram di bawah

lnl

Kesimpulan/

verifikasi

Pengumpulan

data

Redulsi

data

Penyajian

data

Pcraga 3, skema analisis data dalam Miles (1992:.20).
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BAB IV

PEMBAHASAN

Pasal 28I ayat (3) :

"Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras
dengan perkembangan zaman dan peradaban."

4. I' Posisi Masyarakat lokal Dalam Pengertian Masyarakat Adat

(Lokal) dan Negara Di Indonesia Pasca Orde Baru

Salah saru ciri negara modem adalah penghargaan atas hak asasi

manusia (HAM) bagi setiap warga negara yang tinggal di suatu wilayah

yang sering disebut dengan pemerintahan. Adanya jaminan HAM, rraka

kemudian akan melahirkan konsekuarsi-konsekuensi t^nggun&iawab bagi

pemerhtahan tersebut. Tenggungjawab itu biasanya diejawantatikan ke

dalam bentuk politik dan hukum yang bermuara pada penghormatan,

perlindungan dan pemenuhan HAM. Dalam konteks lndonesia, salah satu

isu yang menarik dalam perdebatan ini adalah berkenaan dengan posisi

mayarakat adat dan negara pasca orde baru.

Runtuhnya rezim orde baru yang kemudian berganti menjadi rezim

reformasi, dapat dikatakan sebagai tonggak awal dianutnya negara modern

yang menjunjung tinggi IIAM. Terjadinya perubahan sistem pemerintabau

'dari sentralisme menjadi desentralisme, perubahan ini menyebabkan

berlaku pula pembahan di aras lokal, mulai dari perubahan sistem

pemerintahan lokal sampai pada pembahan terhadap kedinamikaan tradisi

lokal yang semula terkongkong oleh kekuasaan, sekarang kembali

membangun identitinya (Hanani dan Aziz, 210: 68). Sebagaimana

dinyatakan dalam beberapa Pasal IJUD NRI 1945, yaitu :

Pasal l8B ayat (2) :

'Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beseita hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."
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Meskipun secara norrnatif sudah ada pengakuan terhadap keberadaan

dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Namun jika kita

melihat realitasnya, bahwa situasi lapangan sangatlah jauh berbeda dengan

bunyi kedua pasal yang mengakui masyarakat adat dalam UUD NRI 1945

tersebut. Bahkan, di wilayah yang telah memiliki aturan atau hukum

daerah yang mengatur perlindungan masyarakat adat sekalipun, konflik

sumber daya alam yang menyingkirkan hak-hak masyarakat adat pula

kerap terjadi. Artinya, ada pengingkaran terhadap hak-hak masyarakat

adat. Dalam konteks ini, tidak jarang terlihat bahwa pendefi.nisian dan

pemaknaan terhadap masyarakat adat jutru merupakan pembatasan

terhadap mereka, dan apalagi sejumlah kekerasan dan perampasan hak-hak

masyarakat aCat hingga sejumlah disain dan proyek-proyek liberalisme

melalui'minoritization' masyarakat adat justru mengancam keberadaan

mereka, sehingga terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang sangat

sistemik sifatnya (Wiratramarq 20A7: 1l).

Penyingkiran eksistersi masyarakat adat sebagai keseluruhan, terutaryra

hubungauya yang kompleks dengan agraria dan sumber daya alam,

diferuskan dalam konsep mendirikan negara-bangsa (nation state)

lndonesia (Wignjosoebroto, 2002: l5)- Negara modern lneruntuhkan

komunitas tua seperti masyarakat adat, yang selanjutnya dianggap melebur

ke dalam tegara (state) karena dibayangkan sebagai bangsa (nation) yarl;g

bersaru,-yang dfaksakan unhrk menjadi imajinasi bersama, antara pa.ra

pemikir dan politisi di Jakarta dengan komunitas yang t'ebas di pedalaman

Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Seterusnya, di atas bayangan itu

wadah politik bersama terbenuk, )akni sebuah negara (Bennedict, 2001:

2l). Deskripsi tersebut, kemuciian disimpulkan dalam studi Steny, bahwa

<iiskursus rnasyamkat adat sejak kolonial hingga postkolonial

menghadirkan pola relasi yang timpang karena siruktur kekuasaan yang

dominan di satu sisi (negara dan masyarakat modem) dengan kelompok



yang tertindas dan drkontrol di sisi lain (masyarakat tradisional- adat).

(Steny, 2001: 31).

Deskipsi di atas menunjukkan bahwa keberadaan atau posisi

masyarakat adat pasca orde baru belum sepenuhnya dapat dikatakan

proposrsional. Eksistensinya sering kali terabaikan dalam tata

pemerintahan Indonesia kekinian. Namun demikiarq yang menarik adalah

bahwa dari sisi intrumen hukunr, terlihat bahwa keberadaan rnasyarakat

hukum adat mendapat penghormatan luar biasa dengan dilegitimasi ke

dalam aturan dasar dan organik. Sebagaimana disebutkan di dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetrtang Pemerintahan Daerab,

sejurnlah pasalnya memberikan pengakuan, posisi d,n hak atas kedaulatan

nrereka sendiri untuk menentukat (self determination) apapun yang

menjadi ranah tradisi masyarakat adat. Adapun pemosisian dan pengakuan

masyarakat adat adalah sebagai berikut (Wiratramar4 dkt 2010: 19-21):

l. Pengak:uan Hukum Adat

Pasal 2 ayat (9) UU 32 Tahun 2004 berbunf sebagai berikut:

'Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak tradisioaalnya sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara K-esatuan Republik Indonesia"

Ketentuan di'atas mengan<iung pengakuan dan penghormatan

terhadap rDasyarakat hukum adat, dan salah satu unsur bagian dari

masyarakat hukum adat atlalah hukum atlat itu sendiri. Dengzrn

demikian masyarakat adat diberi wewenanra-,'.:.r:tuk meruberlakukan

hukum adatnya. Namun sayang, pengakuan dan penghormatan

tersebut rnasih dikendalikan oleh kententuan leb r lanjut dengan

perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

2. Pengakuan Pada Wilayah Adat

Pasal 1 ayat (12) berbunyi sebagai ber ort:

"Desa atau yang disebut dengan nama lall, selanjutnya disebut
desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal
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Indonesia"' 
lan dihormati oleh negara adalah

Masyarakat adat vans t'":1,;;;;;;;;dasarkan 
hak asar-usul.

masyarakat adat vang '':::k|}';;.i,*gun *u.yu,ukat hukum

Hak asal-usul bisa merujuk kePi

3. Pengakuan Pada Pemerintahan Adat/Lokal

dan bak-hak masyarakat adat dan dilihat dari sistematika LIUD NRI

1945 yang masuk tlalam bab tentang Pemerintahan Daeratu maka

pemerintah daerah kemudian mendapat 62ada1 dalam kaitan

pengakuan terhadap masyarakat adat Selain alasan nr:rmatif

tersebut, sebagai konsekuersi dari desentralisasi yang dictasari pada

pergoseran perubahan dan penguasaan dari pemerintah pusat ke

pemerintah daerah./kabupaten sebagai dampak dari otonomi daerah'

Oleh karena itu, uasyarakat adat dalam konteks ini sesungguhnya

telah mendapat pengakuan hukum dari pemerintah daerah'

Seiring dengan menglatnya arus desentralisasi yang lahir dari buah

reformasi (Sudtma4 2012:750-751, Nordholt dan Klinken' 2007: 2l)'

maka daerah yang mendapat keuntungan atas hal itu juga ramai-ramai
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Tabel 1. Beberapa Aturan Daerah yang Terkait dengan Keberadaan
Masvarakat Adat

Bentuk lasi

Perda No. 4 Tahun 2002 tentang
Sistem Pemerintaha n Kampung dan
Perda No. 3 Tahun 2004 tentang
Perkebunan Kelapa Sawit Pola
Kemitraan-

Sumber: Simarmata, 2006 dan Wiratramaru 2007.

Gambaran di atas, dapat dijelaskan bahwa pasca orde baru posisi

mayarakat adat secara regulatif sesungguhnya mendapat penguatan dari
'iegara dan daerah sebagai elemen penguasa dalam sistem pemerintahen di

Indonesia. Oleh karena itu, pada konteks ini posisi niasyarakat adat tidak

lagi terpinggirkan dan terasingan. Di samping ihr, negara beserta

perangkatnya telah memberikan proteksi secara hukum kepada masyarakat

adat di Indonesia. Artinya bahwa masyarakat adat dan negara dalam

konteks itu memiliki posisi yang saling hormat menghormati dalam

kefudupan berbangsa rian bemegara.

Masyarakat Baduy, Banten Perda No. 32 Tahun 2001 tenrang
Perlindungan atas Hak Ulayat
Masyarakat Baduy.

Masyarakat Adat Datuk Sinaro
Putih di Desa Batu Kerbau, Jambi.

Perda Kabupaten Bungo No. 3

Tahun 2006 tentang Masyarakat
Hukum Adat Datuk Sinaro Putih.

Masyarakat Adat Kampung Sanjan
di Kabupaten Sanggau, Kalimantan
Barat.
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memberikan proteksi terhadap keberadaan masyarakat adat di daerah.

Apabila melihat ke beberapa daerah yang memiliki nusyarakat adat, maka

pemerintah daeraimya (Pemda) juga ikut memberikan proteksi terhadap

masyarakat adat tersebut. Sejumlah peraturan dan kebijakan daerah dapat

dengan mudah dijumpai di daerah seperti Banten dengan masyarakat adat

Baduy, Masyarakat Adat Kampung Sanjan di Kabupaten Sanggau

Kelimantan Barat, dan lain-lain. Guna memberikan uraian lengkap

seperangkat peraturan daerah tersebut, maka dapat dilihat tabel sebagai

b€rikut.

Daerah



Kemudian, potret dr atas juga dapat dilihat bahwa politlk pasca Orde

Baru merefleksikan tantangan masyarakat terhadap 'politik lama' yang

autokratik, represif dan terpusat (sentralisme). Selain itu, 'politik baru'

juga menggambarkan lahirnya polisentrisme, yaitu perjuangan kolektif

masyarakat daerah untuk menolak idea dan gagasan lama pemerintair yang

dianggap telah melemahkan identitas dan kekuasaan mereka (Yusof dan

Agustioq 2012). Dengan demikian, adanya sejumlah regulasi yang

menjadi penguat posisi masyankat adat telah menjadi bukti konkret bagi

masyarakat adat saat ini, dan iru menjadi jawaban atas minimnya regulasi

rmtuk rrasyarakat adat ketika fase orde baru.

Namun demikiaq di dalam praktek seringkali poket marginasliasi

terhadap masyrakat lokal masih kerap terjad.i. Akibatnya, payung huirtm

yang telah tercipta seakan menjadi penghias belaka. Berkaca atas hal itu,

maka penguatan terhadap masyaraket lokal harus tetap menjadi agenda

prioritas untuk dilakukan oleh negara. Dengan proteksi ya"g berpijak pada

kesungguhaq diharapkan dapat menciptakan relasi baru yang let'h

harmonis diantara keduanya.

Bukti lain yang kemudian mcnjadi penegas bahwa posisi nasyarakat

adat pasca orde baru, masih dalam posisi rninor adalph dengan

terbmtuknya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada kongres

pertama masyarakat adat pada Maret 1999. Sebagai lVon Government

Organbation (NGO), AMAN telah menjadi wadah aspiratif masyarakdt

adat bilamana dilanggar hak-haknya. Bahkag perjuargan AMAN adalah

melakukan perjuangan unhrk mewujudkan keadilan sosial. AMAN juga

mengusung perjuangan hak kewarganegaraan masyarakat adat dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Siscawati 2014, RachmaD, 2013).

Dalam rangka mewujudkan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak

masyarakat adat di lndonesiq AMAN melaksanaksn rangkaian kegiatan

advokasi kebijakan. Misalnya, AMAN menlapkan R ancargan Undang-

Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (RUU PPMA).



Sejumlah lankah progresi{ juga dilakukan AMAN dengan melakukan

judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU Nomor 4l
Tahun 1999 yang dinilai melagalisasi klaim atas tanah dan wilayah adat

sebagai kawasan hutan negara. Pada 16 Mei 2013, melalui putusan atas

perlara Nomor 15/PIIJ-X/20I2 (selanjutnya disebut Putusan ivIK 35),

MK menetapkan bahwa hutan adat tidak lagi diklasifrkasikan sebagai

hutan negara. Putusan MK tersebut menyebutkan bahwa hutan adat bukan

lagi bagian dari hutan negara, melainkal bagian dari hutan hak (pasal 5

ayat (l)). Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat

hukum adat @asal I angka 6). Hutan adat ditetapkan sepanjang menurut

kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan

diakui keberadaannya (Pasal 5 ayat (3)).

Adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang secara khusus

mengawal keberadaan masyarakat adat, telah memposisikan masyarakat

adat tidak lagi sebagai elemen masyarakat marjinal yang ber;uang tanpa

pengawalan. Peruujudan tersebut, tidak bisa dipisahkan bahwa arus

reformasilah yang membuka pintu lahimya berbagai NGO/LSM yang

bebas menyuarakan aspirasi, terrnasul< LSM seperti AMAN tersebut.

dengan demikian, posisi masyarakat adat saat ini pada pcsisi idela dnegan

konsepsi sebagai berikut : a. masya.rakat adat kini telah diaicui sebagai

'penyandang hak" @gh* becrer) dar, sebagai subjek hukum atas wilayah

adatnya; b. hutan adat telah diakui ranah hukumnya dan tidak diklai'q.

sepenuhnya oleh negara, hal ini berbeda dengan sebelumnla dimana klaio
penguasaannya oleh negara dan dialckasikao uni.rk beragam peruntukan,

baik unhrk kepentingan produksi berskala industri rnaupun kepentingan

forservasi yang menempatkan pelestarian lingkungan di atas keadilan

social; dan c. kewarganegaraan masyarakat adat telah dipulihkan pada

posisi yang semestinya dalam bemegara dan mendapat penguatan dari segi

liiikrrm.
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4.2. Penataan Ulang Relasi Masyarakat Lokal dan Negara Pasca

Pemerintahan Orde Baru dan Upaya Penciptaan Negara-Bangsa (rralion

r'rdre) Indonesia Di Masa-masa Yang Akan Datang

Kenyataan bahwa posisi masyarakat lokaVadat dan negara belum

sepenuhnya memperoleh akses keadilan, maka sudah sepantasnya ada

semacam mosi desain ulang hubungan keduanya. Mosi itu menjadi

penting, mengingat sebagai negara-bangsa tentu Indoensia tidak

menginginkan adanya gejolak dari bawah yang bisa berdampak ntgatif

terhadap eksistensi negara-bangsa tersebut. Ada beberapa alaan yang

kemudian dapat dijadikan pilakan ko*ret redesign rclasi masyarakat lokal

dan negara. Pertama, merawat ruh demokrasi asli Indonesia. Mohammad

Hatta, pada tahun 1950-an pemah mengatakan:

"Di desa-desa (di masyarakat lokalnya) sistem yang demokratis masih
kuat dan hidup sehat sebagai bagian adat-istiadat yang hakiki, dasarnya
adalah pemilikan tanah yang komunal yaitu setiap orang merasa bahwa
ia hanrs bertindak berdasarkan persetujuan bersama, sewaktu
menyelenggarakan kegiatan ekonomi".(Prijono dan Tjiptoherijanto,
2003).

Ungkapan }Iatta menegaskan bahwa struktur demokrasi yang hidup

dalam diri bangsa Indonesia harus berdalnrkan pada hadisi demokrasi asli

fndonesia berupa gotong royong dan musyawarab- Oleh karena itu,

manakala struktur nasyarakat lokal tidak diberikan akscs pada setiap iini

jalannya pemerintalaq dengan bentuk marginalisasi maka sama halnya

terdapat upala pemburnihangusan terbadap en-titas masyarakat lokal. Hal

itu, tetrtu dapat dikataka,: sebagai bentuk pengkisan terhadap kom,rnitas

, demokrasi asli Indonesia. Guna mengelimurasiuya, Eaaka pcla hubongan

yang ideal antara masyarakat lokal dan negara menjadi penting untuk

ditata ulang.

Kedua, tenangkal gejolak dalam dibingkai nation slate. Negara-

bangsa yang ideal adalah yang memiliki struktur sosial kemasyarakatan

yang berjalan secara teratur dan damai minus gejolak, baik di tingkat

bawalr, menengah sampai pada tingkat atas. Adanya gejolak, dengan



varian bentuknya tentu dapat mengancam keharmonisan negara-bangsa

dan bahkan bisa membahayakan bangurnn di dalam negara-bangsa

tersebut. Oleh karena itu, dengan menata ulang hubungan antara

masyarakat lokal dan negara biv menjadi agenda penting untuk

menghindari timbulnya gejolak dari masyarakat lokal yang dikarenakan

perlakuan tidak adil oleh negara.

Penataan tersebut, yaitu dengan tidak memposisikan masyarakat -lokal

bukan sebagai sub-ordinat dari pemerintah pusat, tapi mitra yang sctara

dalam rangka merawat negara-bangsa dan melalotkan pembangunan.

Dengan prinsip ini b€rarti masyamkat lokal dan pemeriDtah akan saling

menghormati yang menrpakan bagian dari prinsip rekognisi (mengakui

dan menghornnti). Dalam prinsip rekognisi, negara hanrs mengakui

keberadaan entitas lokal beserta sistem pengelolaan kemasyarakatan dan

lingkungannya. Namun pengakuan dan penghormatan itu tentunya harus

dila-kukan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga, wrtuk menjadikan kearifan Iokal masyarakat adat/lokal dalam

mengokohkan nation-state. Beberapa nilai dan bentuk kearifan loka!

termasuk hukum adat, nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang ada

sebagian bahkan sangat relevan untuk diaplikasikan ke dalam proses atau

kaidah perencanaan dan pembangunan wilayah atau kawasarL seperti yang

terdapat pada masyarakat Bali, Minang, Aceb, Batak, Jaw4 Sunda, Toraja,
- 

Sirsak, Nias, dan lainJain yalg memiliki berbagai kaidah perencanaan dan

pengembangan kawasan.
-IGidah-kaidah 

tersebut ada yang bersifat anjuraq larangan, maupun

persyaratan adat )rng ditetapkan untuk aktivitas tertentu. Selain aspek

fisik dan visual, keanekaragaman budaya, sosial kemasyarakatan yarig

terkandung di dalam kearifan lokal umumnya bersifat verbal dan tidak

sepenuhnya terdokumentasi dengan baik. Untuk itu, perlu dikembaagkari

suatu bentuk knowledge management terhadap berbagai jenis kearifan

lokal tersebut agar dapat digunakan sebagai acuan dalam proses
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perencanaan dan perancangan pembangunan yang berkelanjutan (Emawi,

2Ol3: l2). Oleh karena itu, apabila masyarakat lokal dan negara mampu

berkolaborasi untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka bukan mustahil

bangunan negara-bangsa akan semalin kokoh.

Alasan lain yang menjadi urgerq berkenaan dengan pembangunan

relasi masyarakat lokal dan negara bisa didasarkan pada beberapa alasan-

alasan sebagai berikut (Eko. 2003).

1. Agenda pembangunan terhadap masyarakal lokal memang sangat

kaya akan konsep, kebijakan, progranL dana dan gerakan, tetapi
sangat miskin visi yang dibangun secara sinergis dan bersama-

sama. oleh berbagai pemangku kepen- tingan masyarakat lokal itu
sendiri- Apabita melihat ke belakang, pada tahun 1970-an dikenal
sebuah konsep pembangunan desa (masyarakat lokal) terpadu
(integrated rural il*elapment) yang diterapkan kePada desa, tetapi
konsep itu gagal dan menunai kitik dari berbagai pihak karena
pendekatan yang diterapkan bersifat blue-pint d'aln lop down. Hal
iru menunjukkan bahwa konsep pembangunan dari dulu ltingga
krni, hanyalaha memtangkan ko$ep namun minim aksi. Terrnasuk
dnegan konteks kekinian dengan adanya UU No. 4 tahun 2014
tentang Desa juga sudah banyak yang mencibir bahwa itu hanya

sebatas kosnep yang dibingkai dalam legalistik belaka;

2. Pemahaman orang luar terhadap masyarakat lokal selalu keliru.
Orang luar seialu memandang entitas lokal dengan sebelah mata,

mengatrggap kelompok loka identk dengan kebodohan,
kemiskinan, keterbelaka-rgan, dar seterusnya. Cara pandang inilah
yang membuat pendekatan terhadap masyarakat loka[ mulai dari
kajian penelitian sampai dengar kebijakan pembangunan, lebih
bersifa! toVdowr dan' blue print yang kurang memtumi pada

konteks lokal serta mengaba <an potensi (kekuatan) dan kearifan
lokal yang tersimpan dalam kehidupan masyarakat lokal tersebut.

Mendasarkan pada hai di atas, maka pembaharuan terhadap keberadaan

masyarakat lokal oleh negara, melalui pembangunan yalg bottom up bisa

menjadi s-arana baru unhrk memperbahami relasi maslzrakat lokal dengan

negam. Pembaharuan masyarakat lokal adalah sebuah upaya yang

berkelanjutan untuk mengawal perubahan relasi ekonomi-politik lokal

secara internal maupun ekstemal, menuju tatanan kehidupan entitas lokal

baru yang lebih demokratis, mandiri dan adil. (Eko, 2001).
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Guna memberikan penegasan hal di atas, seharusnya ada prinsip

yang jelas untuk dijadikan dasar atau pegangan bagi masyaarakat lokal

untuk bisa meminta, menolak ataupun mempertahankan urusan-urusan

yang menjadi Iingkup kewenangan masyarakat lokal. Masyarakat lokal

harus bisa menjadi subyek bagi urusan-rrrusan yang akan dikelolanya,

bukan hanya menjadi obyek. Prinsip tersebut harus dapat menempatkan

posisi masyarakat lokal sejajar dengan pemerintalq bukal sub-ordi{ratif,

sehingga hubungan yang terbentuk adalah hubungan yang bersifat

kemitraan, dimana tidak ada unsur pemaksaan dari satu pihak terhadap

pihak 
_ lainnya. Dengan prinsip . ini, masyrakat lokal juga dapat

mempertahankar urusan pelayanan dan pembangunan yang merupakan

urusan asal-usulnya. (Ebnilzlq 2004)-

Urgensi menuju bentuk kerjasama yang lebih berkesetaraan, antara

masyarakat lokal dan negara kian mendesak rnengingat bilamana melihat

tenuan World Bank. Dalam kajiannya, secara umum telah gagal untuk

menangkap sudut pandang masyarakat tersebut. Dari 89 aktor yang

diwawancarai dalam studi tersebut, hasilnya menunjukkan bahwa

hubungan antara korsesi masyamkat lokal dan negara mengalami

penurunan yzng relatif drastis (Anderson, Ravikumar, dklq 20lt). Hal

yang paling kentara dan kontekstual adalah terkait Rancangan Undang-

undang (RUL| tentang Pemberantasan Perusakan Hutat Bukaa berarti

karena tidak adanya perlindungan terhadap hutan, namun temyata RUU i
mengancam ke.langsrrngan hiiup masyarakat adat atau penduduk lokal

yang tinggal di sekitar hutan RUU tersebut ken-;dian diprotes oleh.

Koalisi Masyarakat Sipil yang menilai bahwa RUU itu justru membuka

peluang untuk aparat kearnanan untuk menglcriminalisasi penduduk lokal.

Banyak tercantum pasal karct yang menciptakan ketidakpastian hukum.

Masyarakat bisa-bisa takut memanfaatkan hasil hutan, seperti membuat

rumah dari kayu atau memetik hasil hutarr untuk pangan.

Potret di atas, sudah selayaknya menjadi kontemplasi kolektif bagi

semua stakeholder di Indonesia bahwa relasi mrsyarakat lokal dalam



konteks kekinian belum seutuhnya mencapai pada titk damai. Sejumlah

problerq masih menjadi ara! dalam menciptakan relasi keduanya sebagai

bangunan NKRI yang saling mengokohkan dan memartabatkan. Oleh

karenanya, menjadi niscaya bahwa relasi keduanya harus ditata ulang

dengan proyeksi untuk menjadikan keduanya sebagai mitra yang saling

memberikan keuntungan bagi Indonesia sebagai negara yalg berdikari.

4. 3. Respon Kontributif Islam Dalam Membangun Relasi Masyarakat
Lokal dan Negara Di Indonesia Pasca Runtuhnya Pemerintahan Orde
Baru

4. 3. l. Respon Kontributif NU Terhadap Relasai Masyarakat
Lokal dan iregara Pasca Runtuhnya Femerintahan Orde Baru

N'IJ melihat filosofi hubungan masyarakat lokal dan negara di era

reformasi (pasca orde baru) dari sudut selalu berkaitan dengan soal

bagaimana Islam melihat bentuk negara. Menurut Malik Madani, Katib

Syriyah Pengums Besar Nahdlarul Ulama (PBNLI), Islam adalah

agama yang sempuma dan komprehensif dalam keyakinan pemeluknya,

termasuk dalam masalah negara. Bahkan ada kaidah yang sering dikutip

oleh kalangan NU, dirriana negara dilihat sebagai bagian dari sesuatu

kewajiban itu lidak sempuraa kecaali dengan sesuatu itu maka sesuatu

itu hukumnya wajib. Di sini sesuatu itu adalah negara. Al-Ghazali juga

menyebutkan bahwa kekuasaan dan agama merupakm dua saudara

kembar. Agama merupakan fondasi, dan kekuasaan adalah

pengawalnya. Sezuaru yang tidak memiliki dasar, maka dia akan mudah

hancur, sedangkan sesuatu ya-ng tidak punya pengawai, maka agama

akan tersia-sia (lladani, 2013).

Sedangkan soal bentuk negaranya, menurut Malik Madani Islam

menyerahkannya kepada manusia untuk menetapkan sendiri

pilihamya, sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, tempat dan

kemaslahatan, karena itu bagian dari urusan dunia. Sistem khilafalt

monarki, atau republik hanyalah alternatif yang telah men;adi fakta

sejarah. Dalam sabda Nabi Muhammad disebutkan " engkau lebih tahu

soal urusan dunia kolian", menjelaskan bahwa Islam menyerahkan
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.. urusan dunia termasuk bentuk negara kepada manusia untuk
menetapkan sendiri piliharurya, sesuai dengan tuntutan perkembangan

zarnan, tempat, dan kemaslahatan. Sistem khilafah, monarki, dan
republik hanyalah alternatif yang telah menjadi fakta sejanh. Nation_
s/a/e tidak perlu dipertentangkan dengan Islam, karena al-eur,an
secara eksplisit mengakui eksistensi bangsa dan suku (s.yu 1rb rla
qaba'it). Adanya state yang didasarkan nasionalitas bukan untuk
dipertentangkan.

Hal terpenting, menurut Malik Madani, kekuasaan negara itu dapat
memenuhi unsur: I). menjaga agama dan me-nFatur urusan dunia; din _ .

2). harus ada ketaatan kepada ulu al_amr, yang salah satu makDanya
adalah pemerintab, tetapi tidak bersifat mutlah melainkan harus dalam
koridor ketaatan kepada Allah dan Rasul_Nya. Berkaitan dengan ini,
Malik Madani melihat bahwa hubungan masyarakat lokal dan negara di
Indonesia harus dalam koridor, nilai kearifan lokal dibutuhkan untuk
mengisi dan menjadi fondasi bangsa. pancasila yang terbingkai dalam
lima sial, di dalamnya menyerukan nilai-nilai keadaban seperti yang
rercantum di dalam sila kedua, sehingga Indonesia tidak boleh ada UU
yang melanggar nilai-nilai keadaban yang tumbuh dan berkembang di
dalarn kehidupan masyarakat lokal.

Sementara menurut Gus Dur, salah satu tokoh panutan NU,
hubungan masyarakat lokal dan negara harus didudukkan dalam

. kerangka Pancasila sebagai ideologi bangsa dan perjanjian luhu: pera
pendiri bangsa. pg-qqsila memberikan dua konsekuclsi: adanya
independensi teologis kebenaran masing-masing masyarakat lokal dan

- kepercayaan, dan ini diakui; dan pancasila perlu bertindak sebagai
polisi lalu lintas dalam kehidupan berbangsa, bemegara dan
berkepercayaan Cus Dur menggambarkan ini dengan jelas dalam
rumusan sederhana tetapi sangat penting, yaitu: ,.Semua golongan

masyarakat diperlakukan sama oleh Undang_undang dan diperlakukan

sama oleh negara.,, (Wahrd, 1991: 163-16g). Konsensus itu yang



kemudian terumuskan di dalam sila kelima, yaitu Keadilan Sosial Bagi

Seluruh Rakyat Indonesia.

Menurut Gus Dur, memang Islam mengundang peranan negara

dalam kehidupan kaum muslimi4 tetapi Pancasila hamslah didudukan

bukanlah menggantikan agama, dan tidak memiliki dimensi

keakhiratan. Penjelasan ini satu sisi menimbulkan ketegangan l<reatif,

karern seakan-akan agama (terrnasuk Islam) tidak harus patuh kppada

Pancasila, tetapi di sisi lain justru Gus Dur melihat perlunya

dikembangkan pemikiran untuli mencari nilai-nilai dasar bagi

kehidupan bangsa kita. Nilai-nilai dasar itu bisa ditark dari dua arah:

perlama, dari nilai-nilai agama dan kepercayaarl karena ajaran agama

alon tetap nrenjadi referensi umrrm bagi Pancasila; d,an kedua, agama-

agama dan kepercayaan harus memperhitungkarr eksistensi Pancasila

sebagai polisi lalu lintas yang akan menjamin semua pihak bisa

menggunakan jalan raya kehidupan bangsa tanpa keata\. (bid).

Berkenaan dengan hal di atas, nenurut Gus Dur, nilai-nilai

kearifan lokal tetap berperanan dalarn negara Pancasila, tetapi barus

tetap mempert.imbangkan kelapangan dada terhadap aspirasi lah dan

Pancasila sebagai polisi lalulintas yang adil. Kerangka di atas, memrrut

NU, sebagai bagian dari anak bangsa, NU ak-an selalu memperjuaogan

Pancasila agar bisa memberikan peluang dan mengadopsi nilai-nilai

yang dip€luk umat Islqm, terutama faha m Asvnja yatg dianut NU. Oleh

karena ihr, dalam De,klarasi Si-tuimndo yang dibuat para ulama NU

disepakati bahwa Pancasila sebagai dasar falsafah neg:ra RI bukanlah

agama, tidak <iapat menggantikan agama, dan tidak dapat digunakan

untuk menggantikan kedud.:kan agama.(Wahid, 1986; 34).

Sila kelirna menjadi fondasi dalam penyeienggaraan negara dalam

memperlakukan warga negaranya- Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal

18B UIID NRI 1945 meberikan garansi absolut negara harus

menghornnti dan mengakui keberadaan keaneragaman masyarakat

yang ada di dalam negara tersebut. Dengan begitu memang filosofi
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hubungan agama dan negara pada masa reformasi menurut Nfl harus

berpijak pada dimensi fondasi yang demikian itu, dengan tetap

menerima sistem demokrasi sebagai sarana untuk memperjungkan nilai-

nilai yang diiinginan NU, dengan tanpa jalan kekerasan' Pada sisi lain,

NU menganggap perjuangan nilai-nilai yang sesuai dengan apa yang

diinginkannya akan diperjuangkan sesuai dengan kemampuannya dan

segenap tenaga, tanpa harus menganggap orang lain musuh yang harus

dilenyapkart.

Pada sisi yang lafu, filoso6 hubungan masyarakat lokal dan negara

dalam reformasi 
. 
menurut NU telah dikembangkan dalam kerangka

IIAM. Menwut Nur Khalik Ridwar, koordinalot 1ornq1i135 Jamaah

Nahdliyin Yogyakarta, dengan diadopsinya tItJ HAM dan amandemen

konstirusi pada Pasal 28 IIUD 1945, filosofi hubungan masyarakat dan

negara di zaman reformasi sebagian ditempatkan sebagai bagian dari

pemiktan tentang HAM, tentu saja dengan pengertian-pengertian yang

telah dipilih oleh amandemen dan UU HAM iru sendiri'

NU sendiri melihat bahwa soal HAM drsebut al-huqfiq al-

insdniyah fi at-isl6m, yarlg melekat pada diri setiap manusia sejak awal

dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu Sugat

oleh siapa purr. Alasan-alasan NU nenerima IIAM, karena Islam

diya-kini sebagai ajaran yang menempatkan manusia pada posisi yang

sangat tinggi (QS. al-Isr6' ayat 70), dengan demikian manusia memiliki

lsak al-karamah dan hak al-fadhilah' dimana' keeashlahatan dan

kesejahteraan merupa-kan tawaran untuk seluruh manusia dan alam

semesta.

Elaborasi dari rnisi kemanusian di atas NU menghargai hak-bak

yang disebut sebagai ushitl al-l<hamsah meliputi: lifzhu ad-din, f;fzhu

an-nafs tw al-'irdh, hifzhu al-'aql, hifzhu al-mdl, darrt hifzh;t an-nasl'

Hifzhu ad-itin memberikan jaminan kepada umat Islam untrli

. mernelihara agama dan keyakinannya (ad-din)' Hifzhu an-nafs *a al-

'fdfi memberikan jaminan atas hak setiap jiwa manusia untuk tumbuh



dan berkembang secara layak. flilzhu al-'aql memberikan jaminan atas

kebebasan berekspresi, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan

penelitian, dan berbagai aktivitas ilmiah. flifzhu an-nasl memberikan

jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas

profesi, jaminan masa depan, keturunan dan generasi yang lebih

berkualitas. free sex, zina menurut syara', homoseksual adalah

perbuatan yang dilarang yang bertentangan dengan hifzh an-nasl.

Hifzhu al-ndl memberikan jaminan atas kepemilikan harta benda,

properti, dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan rnengambil hak

dari orang laiq seperti mencuri, korupsi, mopopol! oligopoli,

monopsoni, dan lain-lain. (Tim PW LTN NU Jawa Timur, 2007: 66e.
Filosofi hubungan masyarakat lokal-negara di era reformasi, selain

itu juga dikerangkakan dengan cam tidak memberikan otonomi daerah

dalam soal agama. Akan tetapi dalam banyak kasus dan daerah telah

melakukan langkah-.langkah nyata dengan membuat perda-perda

syariah; sebagian masyarakat mengusulkan piagama Jakarta dan

sebagian masyarakat memakskan kehendaknya ketika aspirasi

keislaman mereka belum maksimal terpuaskarq seperti dalam, kasus

Ahmadiyah. Dimensi-dimensi ini diakui oleh NU mewarnai berbagai

riak reformasi yang berkaitan dengan hubu:rgan mas)rarakat local

(daerah) dan Negara.

Dengan demikia.r, Iilosofi hubungan masyarakat lokal dan negara

di era reformasi, menurut NU tidak boleh terlepas dan tidak bisa

dilepaskan dari konstruks! filosofi Pancasila iang menek;.nlian pada

aspek dimana individu-individu masyarakat lokal bisa berperanan,

tetapi harus tetap lapang dada terhadap aspiasi lain. Unhrk menambah

bobot filosofi hubungan masyarakat lokal dan Negara, baik yang ada

dalam UU atau amandemen ULJD NRI 1945 oleh NU tidak ditolak,

tetapi harus ietap nilai-nilai luhur Islam, perlu menjadi pedoman dalam

kebangsan Indonesia, dan itu akan dipery'uangkan NU.
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4. 3. 2. Respon Kontributif Muhammadiyah Terhadap Ilubungan

Masyarakat Lokal dan Negara Pasca Runtuhnya Pemerintahan

Orde Baru

Bagi organisasi Muhamadiyah, sebetulnya diskusi tentang relasi

masyarakat lokal vis-a-vri negara, sudah dapat dianggap selesai.

Muhammadiyah melihat hubungan keudanya di era reformasi dari sudut

pandangannya tentang Pancasila, karena menurut Muhammadiyah

hubungan keduanya secara filosofis harus didasarkan pada konstitusi,

yang di dalamnya nilai-nilai lokalitas harus tetap berperan. Dalam

pandangan Muhammadiyah berdasarkan sidang Tanwir di Yogyakada,

meuyatakan secara aklamasi bahwa Muhammadiyah mendukung

Indonesia sebagai negara Pancasila.

Terkait hal ini, menarik menyimak dua pandangan dari dua tokoh

terkemuka di N{uhamadiyah. yaitu Amin Rais dan Syafii Ma'arif.

Menurut kedua tohoh ini Indonesia sudah linal dengan Pancasila

Syaf i Ma'arif menganalogikan bahwa kita lebih baik berpoLitik garam

dari pada berpolitik grncu. Kalau gincu kelihatan di bibt, tapi rasanya

tidak ada tapi kalau garan\ tidak kelihatan di air, tapi aimya asin.

(Qodir, 2013). Akan tetapi faktanya tentu tiCaklah sesederhana analo g

tersebut. Di intemal Muhamadiyah masih terjadi perdebatan sengit

terkait hal tersebut. Pandangan tentang Pancasila tidaklah tunggal di

internal Muhammadiyah- Tidak sedikit juga dari aktivis ataupln warga

I\,4ulammdiyab yang berpandanglr bahwa dengan menjadikan

Pancasila sebagai asas tunggal oleh sebagian orang M,hr-madiyah

diangap tidak sesuai dengan paham Islam yang sesunggubnya.

Parcasila dalam Muhammadiyah dianggap ti<1ak kafah 5shingga masih

menyinpan persoalan besar.

Sekalipun AR. Fachruddin telah berupaya menjelaskan dengan

sangat apik dengan membuat istilah 'Viliryah wajib helrn" dalam

berkendaraan. Seorang yang memakai hehn di jalur wajib helm tidak

berarti kepala hilang, sekalipun ditutupi, kepala pengendara bermotor
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tetap ada, karena kewajiban memakai helm tidak beradi menghilangkan

kepaia seseorang. (Qodir, 2010: 74). Terkait analog tersebut. senada

dengan Fachruddin, ditegaskan Amien Rais bahwa helm dari analog

tersebut adalah Pancasila. Ditambahkan, bahwa Pancasila adalah ibarat

karcisnya.(Qodi, 2013).

Di internal Muhammadiyalq analog tersebut temyata tidak serta

merta meredam suara-suara yang menyoal Pancasila sebagai asas

organisasi Suara gugatan terhadap Pancasila semakin kuat pasca

reformasi. Setelah sekian lama berada dalam tekanan asas tunggal

Pancasila di bawah rezim otoriter-birokratik dalam konteks sernacam

ini, aktivis-aktivis Muhammadiyah yang menyimpan "dendam" atas

dilarangr:ya penggunaan Islam sebagai asas berorganisasi kemudian

bersemangat mengembalikan Islam sebagai asas Muhamadiyah seiring

bergulfnya arus reformasi.

Dalam konteks hubungan nasyamkat lokal dan ngara, -terlepas

dari suara-suara yang menolak Pancasila-, set.idaknya mengutip dua

pandangan di atas, sudah jelas bahwa hubungan keduanya sangat

bersifat zubtalsial, artinya di dalam masyarakat local terdapat nilai yang

bersifat subtantif yang mengandung prinsip etis dan moral

bermasyarakat dan bemegara. Nilai-nilai agama harus menjaCi acuan

dan pedomaa dalam menjalankan kehidupan masyarakat dan politik

kenegaraan- KalenanSra bagi Mulamadiyab yaDg tfipenting subtansi

agarnanya dan bukan simbol-simbul lck_alitas yang diformalkan-

- Bagi Muhanrradiyah, local dan negara tidak

ditempatkan dalam konteks dikotomik melainkan ditempatkan dalam

posisi yang harmonis dalam bingkai nilai-nilai kemanusiaan dan

ketuhanan Dan nilai-nilai tersebut sudah terkandung dalam pancasila.

Oleh sebabnya menurut Zuly Qod( bisa dipahami j.ika sejak berd:rinya

Muhamadiyah, Ahmad Dahlan tidak memikLkan bentuk negara ke

depan, tapi fokus menafsirkan tiga hal dari surat al-Ma,un. yaitu (1)

membuat masyarakat cerdas, yaitu membuat irstitusi pendidika4 (2)
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menyantuni orang miskin, dan (3) membuat orang Islam sehat. Saya

pemah baca dalam hadist bahwa nabi suka orang Islam yang sehat.

Muhammadiyah menafsirkan begitu. (/Did).

Sedangkan dalam soal bentuk negara, argumentasi Muhamadiyah

relatif senada dengan pandangan NU, bahwa lslam menyerahkannya

kepada manusia untuk menetapkan sendiri pilihannya, sesuai dengan

tuntutan perkembangan zaman, t€mpat dan kemaslahatarl karen-a itu

bagian dari ruusan dunia. .Sistem khilafah, monarki, atau republik

hanyalah alternatif yang telah menjadi fakta sejarah. Dalam sabda Nabi

Muhammad disebutkan "engkau lebih tahu soal urusan dunia kalian.,
menjelaskan bahwa Islam menyerahkan urusan dunia termay.rk bentuk

negara kepada manusia untuk menetaplcan sendiri pilihannya, sesuai

dengan tuntutan perkembangan zaman, ternpat, dan kemaslahatan.

Nalion-state tidak perlu dipertentangkan dengan Islarq karena al-

Qur'an secara eksplisit mengakui eksistensi bangsa dan suku (qar,z6

wa qaba'il). Ad,anya state yang didasarkan nasionalitas bukan unF.rk

dipertentangkan. (.Ibrd).

Doktrin Islam tidak pernah menetapkan suatu ;62,::rr pemerintahan

tertentq tidak pula mewajibkan kepada kaum Muslimin agar menganut

suatu sistem pemerintahan tertentu untuk memeriutah. Islam telah

memberikan kita kebebasan mutlak unh:k mengorganisasikan negara

sesuai dengan kondisi-kondisi intelektua! sosial, dan ekonomi yang kita

miliki- .ian dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dar
tuntutan zaman. Kareriananya masalah b.entuk maupun sistem ncgara

akan dijalaokan diserahkan pada umat sesuai dengan perkembangan

sosial dan zaman, termasuk dibebaskan unhrk memilih pancasila dan

sistem demokrasi jika sistem dan nilai-nitai yang ada tersebut zudah

rliaqggap sesuai dan bertentangan dengan agama (Islam).

Berkenlar, dengan relasi masyarakat lokal dan negara, sikap

Muhamadiyah sesungguhnya sudah sangat jelas dan tegas; Menerima

pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak
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bertentangan dengan ajaran agama (Islam). Hal itu juga tercermin

sebagaimana tertuang dalam Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup

Muhamadiyah (MKCH) yaitu pada rumusan ke-5 yaitu bahwa

Muhamadiyah mengajak semua lapisan bangsa Indonesia yang telah

mendapat karunia Allah berupa tanah air yang msmpunyai surnber-

sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara republik Indonesi

yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, untuk berusaha

bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur yaag

diridhai Allah SWT; baldatun taryibatun warobbul ghofui. (Al-Buny,

1990: 77).. Rumusan kelima ini memuat persoalan mengenai fungsi

dan misi Muhamadyah dalam masyarakat (bangsa) dalam bingkai

NKRI.

Konsekuensi dari itu, Muhamdiyah harus berpijak pada dimensi

fondasi Pancasila dan menerima demokrasi dengan tetap menerima

sistem demo.L.rasi sebagai sarana memperjungkan nilai-rrilai yang

diinginkan Muhamadiyah dengan tanpa jalan kekerasan. Seperti

pemyataan Amien Rais di muka, demokrasi memang pilihan yang

paling bagus buat nnnusia moCern. Saya belajar ddmokrasi dan juga

belajar Al-Quran fl6 [5-grrnna[ Sekalipun demokrasi memang tidak

sempuma, namun barangkali rnerupakan sistem politik yang paling

mendekati ajaran-ajaran agarna. (Rais, 1999: 107-108).

Dalam kerangka demikian, seperti balnya NU, M'rbamadiyah

sebagai bagian dari anak bangsa, btrkomitmen memperjuangkan

Parcasila agar bisa member <an peluang dan mengadcpsi nilai-nilai

yang dipeluk umat Islarq terutarra nilai kemanusiaan, keadiJan,

kehidupan harmonis, kemakmurarl pendidikan dan supermasi hukum

yang kesemuanya sezungguhnya sudah terkandung dalam Pancasila.

Oleh sebabnya, Pancasila wajib- diamankan dari berbagai upaya

kelompok-kelompok garis keras yang berkehcndak mengganti ideologi

pancasila. Kalau nilai-nilai universal Islam tersbut di atas sudah

terjiwai dalam pancasila mengapa harus mengganti dengan ideologi
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(negara) Islam. Komitmen Muhamadiyah dalam mempertahankan

Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara di era refcrmasi ini clapat

dilihat misalnya dalam kasus infiltarsi ideologi garis keras yang

berorientasi pada pendirian negara Islam di tubuh Muhamadiyah.

Respon tegas dilakukan oleh Muhamadiyah. (Wahid, 2009: 17g.tl2).
Dengan demikiaq filosofi hubungan masyarakat lokal dan negara

di era reformasi, menurut Muhammadiyah, sebagaimana mengemuka

pada uraian di atas, sangat bersifat subtansial, artinya dalam

masyarakat lokla terdapat ajaran dan nilai yang bersifat zubtantif yang

mengandung prinsip etis dan moral bermasyarakat dan bernegara-

Hubungan keduanya tidak ditempatkan dalam konteks dikotomik
melainkau dalam posisi yang harmonis dalam bingkai nilai_nilai
kemanusiaan dan ketuhanan.

Namun demikian, nilai-nilai lokalitas hanrs menjadi acuan rlan

pedoman dalam menjalankan kehidupan r.asyarakat dan politik
kenegaraan. Selain .itu yang terpenting subtansj sgamatrya dan bukan

simbol-simbul kegamaan yang dilbrmalkan. Namun begitu, hanrs

diakui selalu terdapat kclorrpok yang berpandangan berbeda menyikapi

hubungan negara dan masyarakat local dalam internal If{uhamadiyah-

Dan hal tersebut bisa Cipahami, selama priode oegara otoriter_birokmtik

di era Rezim orde baru, aktivitas Muhamadiayah berada dalam naungan

asas tunggal Pancasila, yang oleh sebagian o'rang Muhamadiyah

bahkan hingga kini masih dianggap tidak sesuai dengan paharn yang

sesmgguhnya.

Oleh sebagian orang Muhammadiyah, pancasila dianggap tidak

kalfah sehnga masih menyimpan persoalan yang relatif serius di tubuh

Muhamadiyah. Gerakan tersebut semakin lebih terasa dan massif
seiring diperolehnya kebebasan berpendapat dan berekpresi di era

reformasi. Namun sebagaimana dikemukakan Zuly eodt salah satu

narasunrber riset ini bahwa jumlah mereka yang mengaspirasikan atau

menolak Pancasila sebagai dasar Negara di intemal Muhamadiyah
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tidaklah signifikan jumlahnya, arus besamya menerima pancasila

sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia.

4. 3. 3. Respon Kontributif Hizbut Tahrir Indonesia Terhadap
Hubungan Hubungan Masyarakat Lokal tlan Negara pasca

Runtuhnya Pemerintahan Orde Baru
Tidak ada pandangan khusus HTI tentang filosofi hubungan

masyarakat local dan Negara di era reformasi dalam kenegaraan RI.

Pandangan mereka simpang siur, ada pergeseraq dan taling
b€rtentangarL bila dihubunagkan dengan gagasan HTI, bentuk IITI
sekarang, dan kaitanya dengan pancasila. Dalam seluruh gagasan HTI,
benhrk negara yang diidealkan adalah negara khilafah sebagai negara

Islam, dan ini berimpalikasi pada bentuk dasar filosofi tentang bangsa,

dan ini berkaitan dengan filosofi Pancasila.

_ Dalam bvTcu Negara Khilafah, disebutkan jenis Negara Islam in!
yaitu: "Sistem pemerintahan Islam yang diwajibkan oleh Tuhan alam

semesta adalah sistem khilafah.,, (Hizbut Tahrir, 2006: 14). Dalam buku

Daulah Islam disebutkan: "Pemerintahan dalam daulah Islam ada

empat, yaitu pengangkatan seorang khalifall kekuasaan adalah milik
umat, kedaulatan berada di tAngan syara', dan hanya khalifah yang

berwewenang urttt* mentabann I (maksudnya mungkin membuat)

hukurn-hukum syara', dengan kata lain menjadikannya sebagai

perundang-undangan. Jika salah satu dari kaidah-kaidah ini hil,.g,
maka pemerintaharurya menjadi tidak Islami, babkan harus

menyempurnakan seluruh kaidah yang empat itu seluruhnya.', (an_

Nabhani, 2003: 300).

Dengan konsep itu, yang disebut negara Islam adalah ,,khalifah

yqng menerapkan sistem Islam. Khilafah (kekhalifahan) atau im mah

(kepemimpinan) adalafr pengaturan tingkah laku secara umum atas

kaum lviirslim, aninya khilafah bukan bagian dari akidah, tetapi bagian

dari hukum syara'. (Ibid, 301). Secara detil gagasan negara Islam
tergambar dalam RUUD yang dilampirkan dalam buku Doulah Islam.



Selain yang disebut Negara Islam ini, disebut oleh HT sebagai dantl

hLflfar, yaog didefinisikan sebagai: 'Tempat yang di dalamnya

diterapkan hukum-hukum kufur, dan atau keamanannya tidak

berdasarkan Islam, yairu tidak berada di tangan kekuasaan dan

pertahanan kaum muslimin, meskipun penduduknya mayoritas orang

lslam;'(Ibid).

Jadi, kalau menurut gagasan IITI, negara dengan filosofi dan dasar

Pancasita, tidaklah negara Islarq dan karena tidak negara Islani, dia

termasuk dikategorikan setrgai Darul Knfar. Unt:ulr. menegakkan

negara khilafah itu, menurut HTI harus dilakuan: Berjuang bersama-

' 
sama menghadapi negara-negara kafir lmperialis yang menguasai atau

mendominasi negara-negara Islanr, berjuang menghadapi segala bentuk

penjajaha4 baik berupa pemikiran atau ide-ide, politik ekonomi,

maupun militer, mengungkap strategi yang mereka rancang,

membongkar pelsekongkolan mereka untuk menyelamatkan umat dari

keicuasaan dan membebaskarurya dari seluruh pengaruh dominasi

mcreka; Menentang para penguasa di negara-negara Arab maupun

negara-negara Islam lainnya, mengungkapkan kejahata:r mereka,

menyampai-kan nasihat, dan kritik kepada mereka, dan berusaha unhrk
' ' 

melunrskan mereka, setiap kali mereka merampas hak-hak rakyat atau

pada saat mereka melalaikan kewajibannya kepada umat, atau bila

mereka menyimpang dari hukum-hukum Islarr- Di samping berusaha

u,rtuk menggulingkan sistem pemerintaban ;rereka, yang rnenerapkan

perundang-undangan dan hukum-hukum kufirr. (Ibid, 52). Semexts::l

demokrasi menurut mereka dipandang sebagai sistem kufur.

Dari zudut gagasan ini, sudahjelas IITI bertentaagn dengan negara

Pancasila yang bukan negara khilafah Akan tetapi dalam rubuh Hizbut

Takn @T) di Indonesia yang bemama IITI, terjadi pergesera4

sebagaimana ditunjukkan pada tahun 2005, ketfta HTI mengrrbah

dirinya dari partai politik dengan agenda HT, menjadi Ormas HTI

dengan segala konsekuensinya. Perubahan HTI menjadi Ormas ini,
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dapat dilhat berdasarkan surat Depdagri Dtjen Kesatuan Bangsa dan

Politrk, l,lo. 441D.11I.2NI12006. tenrang terdaftarnya HTI sebagai

Ormas di Depdagri. Surat itu menyebutkan begini:

"Mernperhatikan UU No. 8 tahun l9B5 tentang Ormas; pp No. I g

rahun 1986; Permendagri No. 5 tahun l9g6; dan surat pemrohonan
No. I25/DPP-HTI lXl2005 tatggal 13 Oktober 2b05 setelah

Tidak hanya didaffarkan sebagai Omras yang mengakui pancasila

(?), juru bicara HTI, Ismail yusanto menyebutkan tentang

hubungarmya dengan pancasila, secara filoscfis: ,,Spirit syariat Islam
terkar:dung di dalam pancasila, tetapi HTI memahami pancasila hanya
sebatas seperangkat gagasan frlosofis. pancasila dengan sila-silanya
tidak ada yang buruk dan tak salah. Tap! pancasila tak mencukupi
untuk mengahu masyarakat Indonesia. Karena itu tidak heran, meski
semua rezim mengakui palcasila, tapi sistem ya:rg dipakai bermaca-m_

macam. Di masa Soekarno, pancasila ditafsirkan sebagai sistem
sosialistilg di masa kepemimpinan Soeharto, pancasila diterapkan
dalam sistem kapitalistik. Namun di masa sekarang ada kecenderungan

membawa Pancasila pada sistem neolibcial. Letak masalah bukan di
Pancasila, tapi dari sistem di bawahnya. Karena sifatnya hanya gagasan

frlosofis, Pancasila kemudian digunakan untuk melancarkan peham
yang dianut penguasa.,, fyusanto, 2011).

Kesimpangsiuran ini, ditambahkan oleh yoyolg Humas HTI Dfy,
yang menyebutkan: ,,Saya mewakili pengurus HTI, tapi hanya saj4
setelah saya konfirmasi, tidak ada pendapat HTI. Berbeda dengan
Muhanunadiyah dan NU yang mengatakan .,ini final,,. Apa yang
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disampaikan di sini, lebih banyak pendapat saya. Jadi sejak pada tahun

1980 tidak ada pendapat resmi tentang pancasila.,,(prasetyo,20l3).

Kesaimpangsiuran ini, juga semakin jelas ketika muncul sebuah

tulisan dari O. Solihin, orang yang memperkenalkan diri sebagai pemah

di HTI, png menurutnya 6Canya surat legalitas HTI menjadi Ormas

dan mengakui Pancasila itu bermasalah. Menurut Ustadz O. Solihin,
salah dan keliru kalau HTI menjadi Ormas? Jika tidak keliru, mengapa

Syaikh Abdul Qaddim Zallum (rahimahu ah), mantan pemimpin HT
menulis buku tentang demokrasi sebagai sistem kufiu. Mengapa

demokasi dikatakan sistem kufur? Karena persoalan akidab. K4fur dan
iman adalah persoalan akiCah. Kemuclian di buku te.sebut .yoga
ditekankan, ada larangan bahwa haram unfuk menerapkannya dan juga
lmram menyebarkannya.

Menurut Ustadz O. Solihin yang mewakili contoh pendangan

pemumian HT, persyaratan menjadi Ormas harus mengakui perundang_

undangan yang berlaku di Indonesia. padahal, hukum di Indonesia
nlenurutnya adalah hukum kufur, bukan Islam. Katanya: .Bagaimana

mungkin kita mengemis-ngen:is dan meminta legalitas dari sistem yang
kita sebut kufirr. Ini menurut saya bukan uslrib (cara), tapi sudah
thariqah (metoda). Maka, menyalahi thariqah tenlnt kesa.laitan yang
sangat mendasar. Mala\ seber^arnya uslib ptn harus sesuai dengan
thariqah. f idak boleh menyimpang dai thariqah... (Sotihin, tanpa
tahun).

Bukan hanya itu sajq O. gelihin qenunjukkan bahwa perubahan
HTI lang berbeda dengan HT di Timur Torgah dan menjadi Ormas ini
disebutnya: 'Mereduksi nilai-nilai dari defrrisi partai politft itu senriiri.
Sehingga terjadi yang niunanya co tradictio in terminis: partai politik
tapi Ormas. Ini sungguh bukan saja kontradiksi istila[ tapi sekaligus
menghancurkan bangunan yang selama ini ditetapkan olch pendiri
Hizbut Tahrir, bahwa HLbut Tahrir adalah partai politik. Dari namanya
saja sudah jelas, Hizbut Tahrir (partai pembebasan). Sehingga, jika

52



menjadi Ormas, tentu saja adalah kemunduran dan mengaburkan makna

perjuangan dan bahkan sangat boleh jadi 'ielah mengkhianati

pendirinya". Ini aneh. Apa maunya para pengurus HTI?" (Ibid).

Dari sini semakin jelas terjadi pergeseran dalam HT dan HTI,

sekaligus pergolakan. Secara eksplisit mereka tidak memiliki

pandangan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan filosofi bangsa

dan banyak menghindar ketika ditanya soal itu, tetapi mereka, karena

sudah menjadi ormas, suka atau tidak zuka hanrs mengakui pancasila,

yang ini bertentangan dengan gagzrsan para pendiri dan pemimpin HT

sendiri. Jubir IITI, malah memberi kesan bahwa spirit syariat Islam

terkandung di dalam Pancasila, yang berarti masalahnya ada dalam

pelaksanaan dan penjabarannya, bukan sebagai dasar negara. Hanya

saja, menurutnya, Pancasila tak mencukupi untuk mengatur Easyarakat

Indonesia. Letak masalah bukan di Pancasila, tapi dari sistem di
bawahnya.

Bila diamati dari gagasan-gagasan dan tulisan HTI, jelas bahwa

tanpa mengaitkan dengan filosofi pancasila, mereka mengritik
perjalanan refonrusi, dari sudut perlawa-nanya terhadap demokasi,

kapitalisme, korupsi, eksploitasi alam, kemiskinan, daa lain_lainaya.

Solusinya, selalu dihubungan dengan penempan syhriat Islam dan

khilafa\ tetapi pada saat yang sama mereka tidak rnau mengaitkan

dengaa Pancasila, apalagi membahasnya dari sudut sebagai dasar

negara yang CibutrrhJ<an ba4gsa Indonesia.

4. 3. 4. Respon Kontributif Majelis Mujahdin Indonesia Terhadap
Hubungan Hubungan Masyarakat Lokal dan Negara pasca

Runtuhnya Pemerintahan Orde Baru

MM melihat hubungan masyarakat lokal dan negara pasca

reformasi, berpijak pada konsep dakwa[ bsik dakwah secara politik
maupun sosial. Mengajak manusia untuk mengesakan Allah Swt, dan

menerapkan syariah-Nya, sebagai satu-satu frya way of life (manhajut

hayah), ketelaparl dan ketentuan serta aturan hidup manusia. Manusia
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dilarang menyandingkan tatanan lain di samping Syari,at Allah swt

sebagai tatanan kehidupan di dalam urusan apa saja. Sedangkan jrhad

yang dimaksudkan di sini adalah, usaha sungguh_sungguh untuk

memperjuangkan dan menerapkan Syariah Islam dalam semua segi

kehiduparl baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa dan

bemegara; termasuk perlawanan (usaha pembelaan diri) ketika

diserang. (Awwas, 201 3).

MMI memiliki pandangan bahwa dalam Islam terdapat ajaran yang

menyeluruh (totalitas) mulai dari penyucian diri (individu) sampai pada

mengatur rnsyarakat dan Negara (oolitik) totalitas iniilah yang diyakini
oleh ketua MMI Irfin S Awwas. Ia berpandangan Islam mengatur

seluruh kehidupan masyarakat baik sosia! ekonomi dan politik. Inilah
yang kemudian menjadi sumber korsepsi bersatunya masyarakat dan

negara. (7ada, 2002: lO2).

Gerakan Islam yang memFe{uangkan syariat Isla:n di Indonesia

era reformasi dilalrukan melalui dua pola, yakni pola kelansaan dan

pola lwltural. Dalam memperjuangkan sya;iat lslar4 pertama, gerakan

iai melakukan lobi-lobi kekuasaan (DpR, MpR dan partai politik) dan

melalarkan berbagai upaya persuasif untuk menguasai masyarakat.

Dalam prakteluyq biasanya rnereka menguasai masyarakat terlebih

dahulu baru kemudian mengislarrkan kekuasaan. Melalui pola

kekuasaao, EPI, [ITI, dan MMI, menggelar aksi dukungan kepada

partai-partai politik yang memperjuangkan syariat Islam juga aksi

Cemonstrasi. Bahkaq MM sudah memb'.rat amandemen UUD 1945

yang sesuai dengan slariat Islam.

Sementara strategi kedua, atau )ang disebut pola kultura! yakni

memberikan dakwah Islam kepada masyal-akat agar proses islamisasi

secara menyeluruh berjalan lancar. Bagi MM, masyarakat adalah

sasaran dakwah Islam yang paling efektif dan bukan negara. Mereka

menyadari kalau masyarakat sudah memberlakukan syariat Islam,
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maka secara otorlatis negara akan mengikuti asptasi masyarakat.

(rbid).

Secara umum, agenda dan tujuan utama gerakan Islam Syariat

adalah menyerukan agar syariat diimplementasika n secara kalfah (total)

oleh negara. Karena, menurut mereka, relasi antara agama dan negara

bersifat integralistik. Inilah doktrin yang selalu mereka tanamkan,

"Islam adalah agama sekaligus kekuasaan." Dengan demikian,

pemberlakuan syariat Islam merupakan sebuah kewajiban dan

meninggalkannya berarti murtad (keluar dari Islam). Berkenaan dengan

_ pandangan MMI terhadap Pancasila sebagai dasar negara, MMI melalui

juru bicaranya Irfan S Awwas, justru mengajukan pertanyaan

"benarkah Pancasila itu dasar negara RI?', mengingat di dalamnya juga

ada siia ketuhanan Yang maha Esa; dan pertanyaan apa definisi negara

Pancasila? Toh sampai sekarang kita tidak pernah dengar definisinya.

Sebagaimana dikemukakan Irfan S Awwas brikut ini:

"Kalau kita sepakat Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah konsep
agama, maka seharusnya negara Pancasila yang berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Prof A. Zairin SH seorang
mufasir Pancasila mengatakan 'ti negara Pancasila yang
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah negara yang
membuat undang-undang tidak boleh bertentangatr dengan ajaran
agama". Persoalannya pendapat A- Zann ini tidai< rnerijadi
pendapat pemerintah Indonesia. Jadi menurut MMI, kalau setuju
bahwa Ketuhar:an Yang Maha Esa sebagai dasar, maka hubungan
agama pasca reforrnasi memrrumya, semua ketentuan pcrundangan
tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama.., Kita ini
membangun InConesia berlandaskan pada sekulerisme atau agama.
kalau berlandaskan pada Ketuhanan Y.r,{E, itu berlandaskan konsep
agama." (Ibid).

Visi MMI sendiri sejak awal berdirinya sudah sangat jelas yaitu

tegaknya negara Islanr- Namun berbeda dengan HTI, meskipun MMI

menggugat Pancasila sebagai dasar Negara (Awwas, 2013), Organisasi

pimpinan Abu Ja'far Baasyir tersebut tidak mengharuskan nama

khilafah dan tidak mempersoalkan bentuk dan nama. Hal yaug penting

adalah pengawalan negara bagi penegakan Syariat Islam (Nashir, 2013:

55



282) dan dapat mempersatukan umat Islam. Sejalan dengan

pandangannya ini, MMI menolak demokrasi dan tidak setuju dengan

nasionalisme karena merupakan produk Barat. (Rahman, tanpa tahun).

Sikap ini mempertunjukkan secara jelas bahwa MM juga menolak

NKRI karena Negara ini secara terang benderang menganut sistem

yang ditolak. (A'la,2010: 7).

Dari sudut gagaszln, sudah jelas MMI bertentangan dengan negara

Pancasila yang bukan negara khilafah. Negara Pancasila mengamrt

sistem demokrasi dan menjadikan NKRI sebagai putusan final. Dengan

pemahaman ini sangat ekplisit MMI anti terhadap ide-ide kebangsaan

yang telah terkaudung dalam nilai-nilai Pancasilq demokrasi dan

semangat NKRI. Karenanya sikap penolakan MM dan termasuk juga

IITI terscbut sering dianggap bersifat setengah hati. Dikatakan

demikian karena kendati mereka pada hakikatnya menolak dalam

realitasnya tetap mengambil hak-hak yang senyatanya menjadi ha-k

warga Negara Indonesia. Padahal dengan penolakan tersebut mereka

seharusnya tidak berhak lagi mengklaim sebagai warga negara

Indonesia. Seiring itu, hak-hak yang dimiliki warga negara dengan

sendirinya menjadi foi[ang dari mereka' (Ibid).

Negara Islam dalam pandangan MMI rvajib ditegakkan karena

memiliki peran sebagai institusi perantara unnrk penegakan syariat

Islam. Jadi, negara Islam menjadi satu Pmsyarat utama yang harus

dipenuhi bagi tegaknya Syariat Isla:n. Negara Isia*n rcenjadi satu

kekuatan strukh;ral sehingga sejumlah hukum Islam, seperti qisas dan

rajam, bisa secara efektif dilaksanakan di masyarakat. Lebih jauh MMI

berargumen bahwa penegakan syariat merupakal bagian integral dari

penegakan agama (iqdmah al-din) secarakeseluruhan. Rahmaq 2010).

Pelaksanaannya harus dilakukan secara kompreherclf (knffah). MMI

mengemukakan tiga alasan;

Perlama, Islam adalah agama yang mengatur dunia dan akhirat

(din wa 'l-dawlah). Kedua, seiarah umat Islam memperlihatkan
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pemerintahan Islam se,iak Nabi Muhammad, masa keempat khalifah,

hingga Dinasti Usmaniyyah rr.enjunjung tinggi penegakan syariat Islam

secara menyeluruh. Ketiga, pengaruh globalisasi yang menawarkan

pemikiran dan budaya sekular telah mengancam keberadaan dan

kesucian sejarah Islam di kalangan umat Islam sendiri. Maka, menurut

MMI kembali kepada supremasi syariat menjadi kewajiban yang harus

dipenuhi oleh seluruh umat Islam.

Dalam konteks terakhi; menarik menyimak pandangan Irfan S.

Awwas, dari MMI. Dia mengatakan, "Amerka Serikat identik dengan

kejahatan universal Karena itu, tidak ada pilihao lain kecuali meyakini

Amerika Serikat sebagai kekuatan yang akan merusak Islam. Amerika

serikat memang telah terbukti melakukan kejahatan kemanusiaan di

wilayah-wilayah umat Islam, seperti Afghanistaq hak, dan juga

Indonesia." Untuk menghadang serangan ideologi dan hegemoni barat,

bagi MMI tidak ada jalan lain kecuali harus melir.ik pada formalisasi

syariat Islam pada level negara, yang berarti mendirikan sebuah negara

Islam. Negara Islam merupakan agenda dan orieatasi perjuangan yang

akan dilakukan MMI. Hal itu dipahrni tidak saja sebagai kewajiban

asasi setiap !{u5lim, tetapi sekaligus sebagai saru-satunla jalan untuk

mcnciptakan kehidupan masyarakat yang adil Oleh karena itu, MMI

menjadikan berlakunya syariat Islam sebagai satu keharusan yang tidak

bisa ditawar.

Bila dicennati dari gagasan-gagasan dan tulisan MM terkait

hubungan agaoa dan negara di era reformasi di atas, jelas bahwa tanPa

mengaitkan dengan flosofi Pancasila" mereka mengkritik psrjalanan

reformas! dari sudut perlawananya terhadap demokrasi, kapitalis",''e,

korupsi, eksploitasi alam, kemiskinan, dan lain-lainnya. Solusi yang

ditawarkan mereka, selalu dikaitkan dengan penerapan syar:iat Islam

dan khilafa[ tetapi pada saat yang sama mereka tidak mau mengaitkan

dengan sudut pandang Pancasila, apalagi membahasnya dari sudut

sebagai dasar negara yang dibutuhkan bangsa Indonesia.



RAB V

PENUTUP

5. 1. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

l. Pasca reformasi, posisi masyarakat lokal yang diidentikan dengan

masyarakat hukum adat, meskipun secara normatif sudah ada pengaloan

terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam'

Namun jika kita melihat realitasnya, bahwa situasi lapangan sangatlah jauh

berbeda dengan bunyi kedua pasal yang mengakui masyarakat adat dalam

UUD NRI 1945 tersebut. Balrkan, di wilayah yang telah memiliki aturan

atau hukum daerah yang mengatur perlindungan masyarakat adat

sekalipuq konflik sumber daya alam yang menyingkirkan hak-hak

masyarakat adat pula kerap terjadi. Artinya, ada pengingkaran terhadap

hak-hak masyarakat adat. Dalam konteks ini, tidak jarang terlihat bahwa

pendefinisian dan pemaknaan terhadap masyarakat adat justru merupakan

pembatasan terhadap mereka, dan apalagi sejumlah kekerasan dan

perarpasan hak-bak masyarakat adat hingga sejumlah disain dan

proyek-proyek liberalisme melalui'minoitbatioz' masyarakat adat justnt

mengancam keberadaan mereka, sehingga terjadi pelanggaran hak asasi

manusia yang sifatnya sangat sistem.ik'

2. Keayataan bahwa posisi Ecasyarakat lckaVadat dan negara belum

sepenuhnya memperoleh akses keadilan, maka sudah sepantasnya ada

semacam mosi desain ulang hubungan keduanya' Mosi itu menjadi

penting, mengingat sebagai negara-bangsa tentu Indoensia tidak

menginginkan adanya gejolak dari bawah yang bisa berdampak negatif

terhadap eksistensi negara-bangsa teisebut. Ada beberapa alaan yang

kemudian dapat dijadikan pijakan k ont:ct i'edesign relasi masyarakat lokal

dan negara. Pertama, merawat ruh demokrasi asli lndonesia' Kedua'

menangkal gejolak dalam dibingkai nalion state Ketiga, untuk



menjadrkan kearifan lokal masyarakat adat/lokal dalam mengokohkan

nation-stdte.

3. Kontribusi Islam melalui basis organisasinya setidaknya dapat dipetakan

menjadi tiga, yaitu NU, Muhammadiya\ HTI, dan MMI. Adapun dari

NU, kontiibusi yang diberikan, bahwa hubungan masyarakat lokal da;r

negara harus didudukkan dalarn kerangka Pancasila sebagai ideologi

bangsa dan perjanjian luhur para pendiri bangsa. Pancasila membgrikan

dua korsekuensi: adanya independensi teologis kebenaran masing-masing

masyarakat lokal dan kepercayaan, dan ini diakui; dan Pancasila perlu

berthdak sebagai polisi lalu lintas dala4 kehidupan berbangsa, bernegara

dan berkepercayaan. Hal yang tidak jauh berbeda juga diuraikan oleh

Muharnrnadilah, mereka menyarankan bahwa hubungan negara dan

masyarakat lokal hams diletakan pada konsepsi Pancasila dan korstitusi.

Di samping itu, nilai-nilai lokalitas harus tetap berperan dalam

rnenjalankan roda kebijakan negara.

Kemudiaq dari IITI tidak ada pandangan khusus tentang filosofi

hubungan masyarakat lokal dan Negara di era reforrnasi dalam kenegaraan

RI. Bagi HTI, untuk menjadikan hubungan masya:akt lokal dengan negara

dapat berjalan dengan harmonis adalah dengan merubah terlebih dahulu

sistem kepemimpinan negara menjadi khalifah. Selanjutnya, dari MMI

melihat bahwa hubungan masyamkat lokal dan negara pasca reforrasi,

berpijak pada konsep dakwah, baik dakwah secara politik maupun sosial.

Artinya, MM menlarankan jika pola hubulgan antara masi,arakat lokal

dengan negara dapat berjalan dengan baik, maka negara harus tegas

dengan menjadikan syariat Islam sebagai dasar hukumnya. Hal ini

didasarkan pada alasan bahwa di dalam syariat Islam terdapat nilai-nilai

yang kaffah dan bilamana diimplementasikan dapat memebrikan

kesejahteraan bagi umat manusia.
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5. 2. Saran

Adapun saran yang ditawarkan atas uraian di atas adalah sebagai berikut :

l. Negara (Pemenntah) sudah seharusnya konsisten terhadap kebijakan yang

telah dibuatnya dengan melaksanakan ketentuan hukum yang telah

berlaku berkenaan dnegan perlindungan masyarakat lokal' Namun

mengingat aturan yang telah ada belum seutuhnya sempurna, maka ke

depan pemerintah juga harus tetap membentuk hukum yang ideal bagi

perlindungan hak masyarkat lokal dengan mengintegrasikan materi yang

terkait dengan jaminan: (l) eksistersi; (2) ketatapemerintahan lokal; (3)

wilayah dan akses sumber daya alan4 (4) pengembangan sosial-ekonomi.

untuk pemenuhan kebunrhan dasamy4 yang berbasis keadilan sosial'

2. Agar tidak te{adi gejolak di ranah local, maka pemerintah harus

senantiasa membangun komunikasi dengan masyarakat lokal' Di samping

iru, negara juga harus tetap melakukan pembaharuan terhadap keberadaan

nrasyarakat lokal melaiui pembangunan yang bottom up bttkan top down'

Pembahar.ran masyarakat lokal adalah sebuah upaya yang berkelanjutan

untuk mengawal perubahan relasi ekonomi-politik lokal secara internal

maupun eksternal, menuju tatanan kehid':pan entitas lokal baru yang

lebih demokratis, mandiri dan adil.

3. Entitas Islam yang telah merniliki organisasi mapan (settle) sutlah

seharusnya merasa wajib untuk terus berkontrr'busi secara moril dan

materil dalam membangun hubungan masyarakat lokal dengan negara-

_ Gagasan yang harus ditawarkan, tentu merupakan gagasan yang

mengedepar,kan keadilan dengan mengesampingkan egc sektoral dari

masing-masing organisasi Islam tersebut.
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